SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSIL, SERTA TATA
KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

Menimbang : @ bahwa dalam  rangka mendukung  pelaksanaan
penyederhanaan birokrasl yang optimal di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal schingga dapat
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efekuf dan
cfisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelayanan publik sesual Peraturan Menteri
Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah, maka Peraturan
Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2012 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, seria Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten
Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas ' Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Sckretariat Daerah dan Stal Ahb
Bupati Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan
kondisi sekarang, sehingga perlu dicabut dan diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupat:
tenitang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja pada Sckretarial Daerah dan Stal
Ahli Bupati Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomeor 13 Tahun 1550 tentang
Pembentukan  Dacrah-daerah Kabupaten  dalam
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Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1963
tentang Pembentukan Dacrah Tingkat Il Batang dengan
mengubah Undang-Undang MNamaor 13 Tahun 1930
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor STET]

Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor S5587) scbagaimana
teleh diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
(Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomaor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 657 3);

Pergturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Beriakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
perluasan Kotamadya Dacrah Tingkat [l Semarang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079); -

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 6402);

Peraturan Pemerintah Momor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negen Sipil (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2017 MNomor 63, Tambahan
Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomar 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
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Momor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tghun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Bipil (Lembaran MNegara Republik
[ndonesia Tahun 2020 Nomor GB, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 65477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhaan  Struktar Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomaor 546);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor & Tahun
7016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Dacrah Kabupaten Kendal
{Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor
& Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor L57);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor & Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah Kabupaten Kendal (Lembaran Dacrah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tamhahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 159)
sehagaimana telah diubah heberapa kali terahir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nemor 13 Tahun
9021 tentang Perubzhan Kedua Atas Peraturan Dacrah
Kabupaten Kendal Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPAT!I TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI
KABUPATEN KENDAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal, £
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kendal.

Sekrelaris Daerah  adalah Gekretaris  Daerah
Kabupaten Kendal.

Qekretariat Daerah vang selanjutnya  disebut
Selkretariat Daerah adalah Sekretariat Dacrah
Kabupaten Kendal,

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawal
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS3
adalah Pegawai wvang telah memenuhi syvarat yang
ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
dizerahi tupas dalam satu jabatan negeri atau diserahi
tugas ncgara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga
dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai
kelompok sesuai dengan keahliannya,

aub Koordinator adalah PNS yang diberikan bugas
untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bagian/
Sekretaris/ Koordinator dalam MEnYLusUn
perencanaan,  pelaksanaan  dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinyva
dan ditunjulk oleh Kepala Perangkat Dacrah.

Palaksana Senior adalah PNS yang memiliki senioritas
dari aspek kepangkatan dan mempunyai kompeotensi
untuk ditunjuk oleh Kepala Perangkat Dacrah untuk
diberikan tugas membantu  Sekretaris/Kepala
Bagian /Kepala Bagian/Koordinator pada unit kerjanyva
dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, secria
pelaporan kegiatan lingkup tugas dan fungsinya.



BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
(1} Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupat
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap peclaksanaan Tugas Peranghksal
Daerah serta pelayanan administratif.

Bagian Ketiga
Fungsi

Fasal 4

Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam
pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijjakan Dacrah,

b, pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat
Dacrah;

¢. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  kebijakan
Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil
Negara pada instansi Daerah; dan

¢. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang
herkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari .

a. Sekretaris Daerah;



b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
yang membawahkan !

1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
3. Bagian Hukum,

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang
membawahkan :

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Asisten Administrasi Umum, yang membawahkan !
1. Bagian Umum;
2. Bagian Organisasi;
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Sekretarial Dacraeh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS SEKRETARIS DAERAH
Pa=zal &

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Sekretaris Daerah
mempunyai rincian tugas :

a, merumuskan kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan di Daerah berdasarkan visi misi
Daerah yang telah ditetapkan,

b. merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kegiatan Sekretariat Daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

¢. merumuskan tata naskah dinas scbagai pedoman bagi

Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan dan
melaksanakan urusan pemerintahan;

d. mengoordinasikan Staf Ahli Bupau dan Perangkat
Daecrash baik secara langsung maupun tidak langsung
urtuk menjalin hubungan kerja yang baik dalam rangka
pelaksanaan tugas pemerintah dacrah;



mengoordinasikan dan membina hubungan

kerja/kemitraan dengan instansi vertikal di Daerah dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;

mengoordinasikan fasilitasi untuk mendukung kegiatan
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
sesuai kebijakan Bupati;

mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan lugas
Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat, dan Asisten Perekonomian dan
Pembangunar;

. mengoordinasikan dan  mengarahkan  penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
APRD Perubahan serta perhitungan dan pelaporan
APBD sesual dengan peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan  dan mengarahkan  perumusan
peraturan  perundang-undangan, norma, standar,
pedoman, dan kriteria yang disusun nleh Perangkat
Dacrah  dalam  rangka melaksanakan urusan
pemerintahan;

mengoordinasikan dan  mengarahkan  penyusunan
rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah
Daerah untuk  dibahas bersama  DPRD aerta
mengundangkan  Peraturan Dasrah  yang  telah
ditetapkan;

membina kegiatan pelayanan teknis dan administratif
Bupati dan Walkkil Bupati;

membina penyclenggaraan  pelayanan publik dan
reformasi birokrasi di Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

. membina Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Pemerintah Daerah sesuai  peraluran perundang-
undangan,

membina penvelenggaraan penanaman modal di Daerah

serta peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP
perizinan dan non perizinan sesual peraturar perundang:
undangan;

membina penvelenggaraan pelayanan informasi publik
serta penanganan pengaduan masvarakat sesuai
peraturan perundang-undangan;

. membina penyeclenggaraan PeErcncanaan pembangunan
Dacrah, pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan
Daerah, pengelolaan keuangan dan aset Daerah, serta
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peningkatan kinerja organisasi perangkat dacrah;

merumuskan dan mengarahkan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPY;

merumuskan dan mengarahkan penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ) Bupati, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan
Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ] Bupati;

merumuskan dan mengarahkan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIF), Perjanjian Kinera,
dan Indikator Kinerja Utama (IKU] tingkat kabupaten
dan Sekretariat Daerah;

merumuskan dan mengarahkan penyusunan Rencana

Strategizs (Renstra) dan Rencana Kerja (Renjg)
Sekretariat Daerah;

merumuskan dan mengarahkan kerja sama pemerintah
dacrah melalui  Memorandum  af Understanding
(Mol) / perjanjian/kerja sama dengan Daerah/pihak lain
sesual peraturan perundang-undangan;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah

dengan cara menguloar pencapaian program kerja yang
telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupali dan
kebijakan tindak lanjut;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik
lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi,

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai  ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyampaikan saran dan  perlimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan Dberjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

BAB V

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 7

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan HRakyat

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada



(2]

Sekretaris Daerah.,

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membanty Sekretaris  Daerah  dalam  penyusunan
kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum,
dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di
hidang kesejahteraan rakyat

(3] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud

(4]

pada ayvat (2), Asisten Pemerintahan dan Kesecjahleraan

Rakyvat mempunyai fungsi

a. penyusunan  kebijakan  daerah  di bidang
pemerintahan dan hukum;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah i
bidang kesejahteraan rakyat;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Dacrah  di bidang pemerintahan, hukum, dan
kesejahteraan rakyat;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pemerintahan dan hukum;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkalt pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak  diinginkan, dan faktor Varng
mempengaruhi pencapaian  tujuan kebijakan di
hidang kesecjahteraan ralkyat;

f penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi
pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya
gparatur di bidang pemerintahan, hulkum, dan
kesejahteraan rakyat; dan

g. pelaksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum,
dan kesejahteraan rakyat Yyang berkaitan dengan
tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3], Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai
rinciat tugas |

a, menyusun rencana dan program kegiatan Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan  Rakyal
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya schagas
pedoman pelaksanasn fUgas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui penglajian
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permasalaban dan peraturan perundang-undangan
sgar pelaksanaan tugas berialan efektif dan efisien;

mengarahkan tugas Kepala Bagian sesual lingkup
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun honzontal
untule mendapatkan informasi, masukan, seria

dalam rangka sinkronisasi  dan harmonisasl
pelaksanaan tugas;

menelash dan mengkaji peraturan  perundang-

undangan sesual lingkup tugasnya scbagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan konsep kebijakan Sekretaris Daerah
dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang
tugas Bagian Pemcrintahan, Bagian Hukum, dan
Bagian Kescjahteraan Rakyat;

mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan yang

dilaksanakan Bagian Pemerintahan, Bagian Hulum,
dan Bagian Kescjahteraan Rakyat;

membina dan  mengendalikan  kegiatan  yang

dilaksanakan Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum,
dan Bagian Kesejahteraan Rakyat;

mengarahkan dan mengoordinasikan kegiatan

pembahasan perumusan kebijakan daerah dan
peraturan perundang-undangan di bidang
keejahteraan rakyat yang disusun oleh peranghkat
daerah sebelum disjukan ke Bagian Hulkum meliputi
bidang  keagamaan, pendidikan, kebudayaan,
keagamaan, pemberdayaan masyarakat, kepemudaan,
olahraga, pariwisata, tehaga kerja, transmigrasi, sosial,
kesehatan, pengendalian penduduk,  keluarga
berencana, administrasi kependudukan, pencatatan
sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
dan penanggulangan bencana;

menyusun kebijakan daerah di bidang pemerintahan
dan hukum

mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di
bidang kescjahteraan rakyat;

mengoordinasikan  Perangkat  Daerah  dalam

pelaksanaan urusan pemerintahan dan fungsi
penunjang urusan pemerintahan sesual lingkup tugas

i
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Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

m. mengoordinasilkan Perangkat Daerah dalam
persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat bersama
DPRD sesual lingkup tugas Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat;

n, melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan  kebijakan dacrah di  bidang
pemerintahan dan hukum;

0. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
mujuan kebijakan, dampak yang tdak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapatan tujuan
kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;

p. menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi
pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya
aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan
kesejahteraan rakyat;

q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian
Pemerintahan, Bapgian Kesejahteraan Rakyal, dan
Bagian Hukum dengan cara mengukur pencapaian

program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan kepada Sckretaris Daerah dan kebijakan
tindak lanjut;

r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sckretaris

Daerah baik lisan maupun tertulis sebagai wujud
akuntabilitas dan transparansi,

s. mengevaluasi dan menilai prestast kega bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sezuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan;

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah,

Bagian Kcsatu

Bagan Pemenntahan
Pagal 8

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Baglan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
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Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

Kepala Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagan
tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
dalam penyiapan perumusan kebijakan  daerah,
pengoordinasian  perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkal Daerah,
pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan
dan kerja sama dan otonomi dasrah,

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

(4]

pada ayat (2}, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi

a, penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan, adminstrasi
kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerab;

b. penyiapan bahan pengoordinasian  perumusan
kebijakan ~— daerah  di hidang  administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja
gama dan otonomi dacrah;

¢, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi
memerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja
sama dan otonomi daerah;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja
sama dan otonomi daerah;

e. penylapan bahan pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan kerja sama dan
otonomi daerah; dan

f. pelaksansan fungsi lain yang diberikan olch
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
vang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi scbagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3], Kepala Bagian
Pemerintahan mempunyai rincian fugas :

s merumuskan dan menetapkan rencana dan program

kegiatan Bagian Pemerintahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun secbelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

h. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
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kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna Kkelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesual lingkup tugasnya sebagai bahan
atayl pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dacrah di

hidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah sesuai
peraturan perundang-undangan scbagal pedoman
pelaksanaan tuges;

menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan  daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja
sama dan otonomi daerah;

menyiapkan bahan pengoordinasian  pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang administras
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja
sama dan otonomi daerah

menyiapkan bahan pemantauan dan cvaluasi

pelaksanaan kebijakan daecrah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan,
dan kerja sama dan otonomi daerah;

menyiapkan — bahan pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan kerja sama dan
otonomi dacrah;

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian  kegiatan di  bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja
sama dan otonomi daerah, sesual peraturan
perundang-undangan agar kinerja Bagian
Pemerintahan mencapai  target yang  t€elah
ditetapkan;

menyiapkan konsep kebijakan Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakvat dan naskah dinas yang
berkaitan dengan kegiatan di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja
sama dan otonomi daerah;

™
L%
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menyelenggarakan pelayanan prima dan inovasi
kegiatan gseguai  tugas dan fungsi Baglan
Pemerintahan guna peningkatan kualitas Kerja;

menerapkan Standar Operasional Prosedur [SUF)
dalam penyclenggaraan kegiatan Bagian
Pemerintahan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

mengendalikan dan mengarahkan kegiatan fasilitasi
dalam rangka pembehasan bersama dengan unil
kerja/Perangkat Daerah terkait, guna sinkronisasi
dan harmonisasi rumusan kebijakan di bidang

pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum,
perlindungan masyarakat, administras:
kependudukan, pencatatan gipil,perencanaan,

penelitian, dan pengembangan;
melaksanakan kajian dan evaluasi berkaitan bidang

pemerintahan, keteniraman, ketertiban  umum,
perlindungan masyarakat, administrasi
kependuduken, pencatatan sipil, perencanaarn,
penelitian, dan pengembangan sebagal pedoman
dan/atau pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan/keputusan;

menyelenggarakan pemantauan  dan evaluasi

pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah di bidang pemerintahan,
ketentraman, ketertiban umum, perlindungan
masyarakat, administrasi kependudukan, pencatatan
sipil, perencanaan, penelitian, dan pengembangan;

menyelenggarakan kegiatan pembinaan administrasi
pemerintahan, penelitian laporan penyelenggaraan
pemerintahan  kecamatan dan kelurahan, serta
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
kecamatan dan  kelurahan  sesuai  peraturan
perundang-undangan;

menyiapkan konsep pelimpahan wewenang Bupatl

kepada Camat maupun lurah berdasarkan kajian
dan peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah  (LPPD),
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (ILPPD) guna mewujudkan transparansi dan
alkuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;

mengoordinasikan  penyusunan  dan  pelaparan
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Standar Pelayanan Minimal (SFM) Organisasi
perangkat daerah  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan;

mengoordinasikan dan memfasilitasi dengan pihalk

terkait dalam persiapan dan pelaksanaan pemilihan
urmum (pemilu legisiatif, presiden/wakil presiden,
gubernur/wakil gubernur, dan bupati/walil bupat:
sesuai peraturan perundang-undangan);

menyelenggarakan  pengkajian  penetapan batas
Daerah serta penggabungan, penghapusan, dan
pemekaran  wilayah kecamatan dan kelarahan

sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
pimpinan;

menvelenggarakan pengkajian, koordinasi, dan

fasilitasi pelalksanaan kerjasama antar daerah, badan,
dan lembaga swasta asing scbagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan;

menyelenggarakan pengkajian, koordinasi, dan

fasilitasi kerjasama dalam pengembangan
pembangunan wilayah perbatasan sehagal  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan;

melaksanakan pemaniauan dan evaluas:
pelaksanaan kegiatan Bagian Pemerintahan dengan
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan

baik lisan maupun tertulis sebagai wujud
akuntabilitas dan transparansi;

mengevaluasi dan menilai prestasi kera bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar pelaksanaan keglatan berjalan lancar
serta untuk menghindarl penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan
sesuai  dengan  tugas dan  fungss Bagian
Pemerintahan.

4
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Pasal 9

Susunan Organisasi Bagian Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pasal 3 avat (1) hurufl b angka 1, terdiri atas
kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub
koordinator;

Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
peedirl atas

a. Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan;
b. Sub Koordinator Administrasi Kewilayvahan,
e. Sub Koordinator Kerja Sama dan Otonomi Daerah

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
bertangeung jawab kepada Asisten Pemerintghan dan
Kescjahteraan Rakyal melalui Kepala Bagian
Pemerintahan,

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
mempunyai  tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupat: im

Bagian Kedua
Bagian Kescjahteraan Rakyal
Pasal 10

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Raloval.,

Kepala Bagian Kescjahteraan Rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Memplnyai lugas
melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat dalam penylapan perumusan

kehijakan daesrah, pengoordinasian DErLIMUSAT
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat  Daerah, pemantauan  dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang keagamaan, kesejahicraan sosial
dan kesejahteraan measyarakat,

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyal
fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di
bidang keagamaan, kesejahteraan  sosial  dan
kesejahteraan masyarakat;



(%)

17

kesejahteraan masyarakat;

. penyiapan  bahan  pengoordinasian  perumusan

kebijakan daerah di bidang keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyvarakat;

penyiapan bahan pengoordinasian  pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat,

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang keagamaan, kescjahteraan sosial
dan kesejahteraan masyarakat;

penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang keagamaan, kesejahteraan
sosial dan kesciahteraan masyarakat; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan  dan Kesejahteraan Rakyat yang
berkaitan dengan tugasnya.

Untuk mclaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian

Kesejahteraan Rakyat mempunyai rincian tugas ;

=

merumuskan dan menetapkan rencana dan program

kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyal berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun scbelumnya scbagal pedoman
pelaksanaan tugas,

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan  baik
secara lisan maupun tertulis guna Kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait bailk wvertikal maupun honzontal
guna sinkronisasi dan harmonisasi  pelaksanaan
tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedeman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di

bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat SCsUal peraturan

4
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perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

menyviapkan bahan pengoordinasian  perumusan
kebijakan  daerah di idang keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

menyiapkan bahan pengoordinasian  pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan,
kesciahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat

. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang keagamaan, kesejahteraan
sosial dan kesejahteraan masyarakat,

melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat
dengan cara mengukur pencapaian program kerja
yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

menyelenggarakan pelayanan prima dan inovas
kegiatan sesuai tugas dan fungsi  Baglan
Kesejahteraan Rakyat guna peningkatan kualitas
kerja;

menerapkan Standar Operasional Prosedur [SOP)

dalam penyelenggaraan kegiatan Bagian Kesejahteraan
Rakyart agar dipercleh hasil kerja yang optimal;

mengendalikan dan mengarahkan kegiatan fasilitas:
dalam rangka pembahasan bersama dengan unit
kerja/Perangkat Daerah  (OPD}  terkail, guna
sinkronisasi dan harmonisasi rumusan kebijakan di
bidang pendidikan, kebudayaan, bina mental,
keagamaan, Kepemudaan, olahraga, pariwisata,
tenaga kerja, transmigrasi, sosial, pemberdayaan
masyarakat, penanggulangan bencana, keschatan,
pengendalian  penduduk, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anal;

melaksanakan kajian dan evaluasi berkaitan bidang
pendidikan, kebudayaan, bina mental, keagamaan,
kepemudaan, olahraga, pariwisata, tenaga kena,
transmigrasi, sosial, pemberdayaan masyarakalt,
penanggulangan bencana, kesehatan, pengendalian
penduduk, keluarga  berencana,  pemberdayaan
perempuan, dan  perlindungan  anak  schagai
pedomar dan/atau pertimbangan dalam
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pengambilan Kebijakan/keputusan;
menyelenggarakan pemantauan  dan  evaluasi

pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan
glch Perangkat Daerah di bidang pendidikan,
kebudavaan, bina mental, keagamaan, kepemudaan,
plahraga, pariwisata, sosial, pemberdayaan
masyarakat, penanggulangan bencana, tenaga kerja,
transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak;

mengoordinasikan kegiatan dalam rangka

mendukung Badan Narkotika Nasional Kabupatcn
(BNNK] dan nstansi terkait lainnya untuk
Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan
Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Daerah;

menyelenggarakan fasilitasi perumusan kebijakan
dalam pemberian/penyerahan  bantuan  sarana
kesgamaan di Daerah yang dilaksanakan Perangkat
Daerah, pembinaan terhadap aliren kepercayaan
kepada Tuhan vang Maha Esa di Daerah;

menyelenggarakan fasilitasi perumusan kebijakan

pengembangan rumah sakit dan Pusat Keschatan
Masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan,
pendirian tempat ibadah, pendirian pendidikan swata,
gerta mengoordinasikan  kegiatan dalam rangka
mendukung penanggulangan AIDS dan
penanggulangan kemiskinan di Daerah;

menyelenggarakan fasilitas dan koordinasi kegiatan

kepanitiaan haji bersama dengan instansi terkait
sesuai peraturan perundang-undangan,

mengendalikan dan  mengevaluasi  penyerapan

anggaran Bagian Kesgjahteraan Rakyat dengan cara
membandingkan laporan perkembangan realisasi
belanja  dengan  rencana  pembiayaan  yang
ditetapkan sebelumnya;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan
baik lisan maupun tertulis scbagai  wujud
akuntabilitas dan transparansi;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

w. menyampaikan saran dan  pertimbangan lkepada
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atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

«. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai demgan  tugas dan  fungsi Bagian
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 11

{1} SBusunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Raloyvat
sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1} huruf b angka 2,
terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang terbagi
atas tiga sub koordinator;

(2} Sub koordinator, scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdin: atas :

a. Sub Koordinator Bina Mental Spiritual;
b. Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial, dan
c. Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat.

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayal (2},
bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan
Kesejateraan Rakvat melalul Kepala Bagian
Kesejahteraan Ralyat.

{4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
mempunyal tugas scbagaimana (ercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga
Bagian Hukum
Pasal 12

(1) Bagian Hukum dipimpin cleh Kepala Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Asisten Pemerintahan dan Kesecjahteraan Rakyat.

(2) Keépala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1), mempunyai TUIEAS melaksanakan sebagian
tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian  perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Dacraly,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum,
sertadokumentasi dan informasi hukum,

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

o
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pada ayat (2), Bagian Hukum mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan kecbijakan dacrah di

bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serla
dokumentasi dan informasi hulkum;

. penyiapan bahan pengoordinasian  perumusan

kebijakan daerah di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi
hukum;

. penyiapan bahan pengoordinasian  pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan
informasi hukum;

. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan
hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum;

¢, penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan

administrasi  di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum, serta dokumentasi dan Informas]
hukum; dan

pelaksasan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan  Kesejahtorasn  Rakyat yang
berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3], Kepala Bagian
Hukum mempunysai rincian tugas :

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program

kegiatan Bagian Hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun scbelumnya sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan

kompetensinya serta memberikan arahan  baik
gecara  lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan

instansi terkait baik wvertikal maupun herizontal
guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

&
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menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di

hidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta
dokumentasi dan informasi hukum sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan
1ugas;

menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan dacrah di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi
hukum;

menyiapkan bahan pengoordinasian  pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan
informasi hukum;

menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi di

bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta
dokumentasi dan informasi hulum;

menylapkan bahan  pelaksanaan  pembinaan

administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan
hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum;

memberikan bantusn hulkum di dalam dan di luar
pengadilan atas gugatan yang diajukan terhadap
Pemerintah Daerah dalam perkara perdata dan
gugatan vwang diajukan terhadap pejabat di
lingkungan Pemerintah Daerah dalam perkara tata
usahs Negara,

menyclenggarakan sosialisasi dan pembinaan bidang

hak asasi manusia di Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pomantauan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan Bagian Hukum dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjuat;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan
baik lisan maupun tertulis sebagai wujud
akuntahbilitas dan transparansi;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
herdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan

s
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kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum.

Pasal 13

(1] Susunan Organisasi Bagian Hukum sebagaimana dimaksud
pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, terdiri atas kelompok
jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub koordinator;

(2] Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada awyat (1},
terdir: atas :
a. Sub Koordinator Perundang-undangan;
b. Sub Koordinator Bantuan Hukum, dan
c. Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi.

(3) Sub keoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat melalui Kepala Bagian Hukum.

(4) Sub Keordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il vang merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VI

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Pasal 14
(1} Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sckretaris
Dacrah.

(2] Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu
Selretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah
dibidang perekonomian dan sumber daya alam,
administrasi pembangunan dan pengadaan barang/
jasa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Asisten Perekonomian dan Pembangunan
mempunyai fungsi ;

a. penyusunan kebijakan dacrah di bidang

perekonomian dan sumber daya alam, administrasi
pembangunan dan pengadaan barang/jasa;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di
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bidang perckonomian dan sumber daya alam,
administrasi pembangunan dan pengadaan barang/
jasa;

¢, pengoordinasian pelaksanaan  tugas Perangkat
Daerah di bidang bidang perckonomian dan sumber
daya alam, administrasi permbangunan dan
pengadaan barang/jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pengadaan barang,/ jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
vang tidak  diinginkan, dan faktor  yang
mempengaruhi  pencapaian  tujuan  kebijakan  di
bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan
administrasi pembangunan;

f, penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi di
bidang perekonomian dan  sumber daya alam,
administragi pembangunan dan pengadaan barang/
jasa; dan

g. pelaksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah di  bidang  perekonomian  dan
sumber daya alam, administrasi pembangunan dan
pengadaan barang/jasa yang berkaitan  dengan
LUgasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3}, Asisten
Perekonomian dan Pembangunan mempunyai rincian
tugas :

a, menyusun rencana dan program kegiatan Asisten
Perekonomian dan Pembangunan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluas
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan perintah pimpinan melalul penghkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. mengarahkan tugas Kepala Bagian sesuai lingkup
tugasnya baik sccara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tUgas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan  informasi, masukan, seria
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;
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_ menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya schbagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan konsep kebijakan Sekretaris Daerah
dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugas
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian
Administrasi Pembangunan, dan Bagian Pengadaan
Barang/Jasa;

mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan yang
dilaksanakan Bagian Perekonomian dan Sumber
Dava Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, dan
Bagian Pengadaan Barang/.Jasa;

 membina dan mengendaliken  kepgiatan  yang

dilaksanakan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian
Penpgadaan Barang/Jasa;

mengarahkan kegiatan pembahasan  perumusan
kebijakan teknis dan peraturan perundang- undangan
yang disusun oleh organisasi perangkat dasrah
sebelum diajukan ke Bagian Hukum meliputi bidang
pekerjaan  umuin, penataan  TUang, perumahan,
kawnsan permukiman, perhubungan, pertanahan,
komunikasi, informatika, statistik, persandian,
perencanaan, penelitian, pengembarngan, lingkungan
hidup, pertanian, pangan, kelautan, perikanan,
perkebunan, perdagangan, perindusirian, koperasi,
usaha mikro, kecil, dan menengah, tenaga kerja,
transmigrasi, dan energl sumber daya mineral,
penanaman maodal, pelayanan terpadu satu pintu, dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta BLUD;

mengoordinasikan Perangkal Diaerah dalam
pelaksanaan Ursan pemerintahan dan
fungsi penunjang urusan pemerintahan se8UAI
lingkup tugas Asisten Perckonomian dan
Pembangunan;

mengoordinasikan Peranghkat Daerah dalam
persiapan dan pelaksanaan rapat-rapal bersama
DPRD sesuai lingkup tugas Asisten Porekonomian
dan Pembangunan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pengadaan ba rang/jasa;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah  terkait pencapaian  tujuan
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
falttor yang mempengaruhi  pencapaian tujuan
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kebijakan di bidang perckonomian dan sumber daya
alam dan administrasi pembangunan dan pengadaan
barang/jasa;

. menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi dl
bidang perskonomian dan gumber daya  alam,
administrasi pembangunan dan pengadaan barang/
jasa;

o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam,
Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian
Pengadasn Barang/Jasa dengan cara mengukur
pericapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan kepada Seckretaris Daerah  dan
kebijakan tindak lanjut;

p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sckretans
Dacrah baik lisan maupun tertulis scbagai wujud
akuntabilitas dan transparansi,

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peninglkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan,

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Bagian Kesatu
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 15

Bagian Perckonmian dan Sumber Daya Alam dipimpin
oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan
Pembangunan.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan sebegian tugas Asisten Perckonomian
dann  Pembangunan dalam penyiapan perumusan

kebijakan  daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat  Daerah, pemantauan dan evaluas:

pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
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perekonomian dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (2}, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di

bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian
dan sumber daya alam;

b, penyiapan bahan  pengoordinasian  perumusan

kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;

¢. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD
dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;

d. penyiapan  bahan pemantauan dan  evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
perekonomian dan sumber daya alam;

€. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan

administrasi di bidang terkait pembinaan BUMD dan
BLUD, perekonomian dan sumber daya alam; dan
pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan
dengan tugasnya.

(4} Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagmimana

dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3], Kepala Bagian
Perskonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai
rincian tugas :

a. merumuskan dan meneiapkan rencana dan program
kegiatan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya  serta memberikan arahan baik
secaralisan  maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

c., melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
Lugas,
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menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di

bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian
dan sumber daya alam;

menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, perekonomian dan sumber daya alam,

menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD
dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;

menylapkan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkail pencapaiarn
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUL,
perekonomian dan sumber daya alam;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
perekonomian dan sumber daya alam melaksanakan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan di “Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam sesual peraturan perundang- undangan agar
kinerja Bagian Perekonomian dan S8umber Daya Alam
mencapal target yang telah ditetapkan;

menyilapkan konsep kebijakan Asisten Perckonomian
dan Pembangunan dan naskah dinas yang berkaitan
dengan kepgiatan di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;

menyelenggarakan pelayansn prima  dan INovasi
kegiatan sesual  tugas dan fungsi Bagan
Perekonomiandan Sumber Daya Alam guna
peningkatan kualitas kerja;

menerapkan Standar Operasional Prosedur ([SOP)
dalam penyelenggaraan kematan Bagian
Perelkonomian dan Sumber Daya Alam  agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

. mengendalikan dan mengarahkan kegiatan fasilitasi

dalam rangks pembahasan bersama dengan it
kerja/Perangkat Daerah terkait, guna sinkronisasi
dan harmonisasi rumusan kebijakan di bidang
lingkungan hidup, pertanian, pangan, kelautan,
perikanan, perkebunan, perdagangan, perindustrian,
koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, onergi

fa)
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sumber daya mineral, penanaman modal, pelayanan
terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dan BLUD;

. melaksanakan kajian dan evaluasi berkaitan bidang
lingkungan hidup, pertanian, pangan, kelautan,
perikanan, perkebunan, perdagangan, perindustrian,
koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, energi
sumber daya mineral, penanaman modal, pelayanan
terpadu satu pintu, dan Badan Usaha Milik Dacrah
(BUMD) dan BLUD secbagai pedoman dan/atau
pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan /keputusan;

. menyelenggarakan  pemantauan  dan  evaluasi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup,
pertanian, pangan, kelautan, perikanan, perkebunan,
perdagangan, perindustrian, koperagi, usaha mikro,
kecil, dan menengah, energi sumber daya mineral,
penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,
Badan Usaha Milik Dacrah [BUMD)| dan BLUD;

. menvelenggarakan pengkajian  pengelolaan  Badan
UsahaMilik Daersh (BUMD) dan BLUD sesuai
peraturan perundang-undangan serta memberikan
rekomendasi sclusi penyelesaian
permasalahan kepada pimpinan;

. menyelenggarakan  pengkajian  dan cvaluasi
penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ([PTSP)
perizinan dan non perizinan serta memberikan
rekomendasi  solusi penyelesaian  permasalahan
kepada pimpinan;

. melaksanakan melaporkan  pelaksanaan tugas
kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis
sebagai wujud akuntabilitas dan transparanst;

. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
alasan baik lisan M upLurL tertulis
berdasarkan kajian  agar pelaksanaan  kegiatan
berjalan  lancar  serta untuk menghindari
penvimpangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuaidengan tugas dan fungsi Bagian
Perckonomian dan Sumber Daya Alam,

e



Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Bagian Perckonomian dan Sumber
Daya Alam sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf ¢
angka 1, terdini atas kelompok jabatan fungsional vang
terbagi atas tiga sub koordinator,

{2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas :

a. Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD;

b. Sub Koordinator Perekonomian; dan

¢, Sub Koordinator Sumber Daya Alam.

3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
hertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan
Pembangunan melalui Kepala Bagian Perckonomian dan
Sumber Daya Alam.

Bagian Kedua
Bagian Administrasi Pembangunan
Pasal 17

(1) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh

=

13

Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan
Pembansunan.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan scbagaimarna
dimaksud pada ayat (1), mempunya: tugas
melaksanakan sebagian tugas Asisten Perckonomian
dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan

kebijakan  daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daersh, pengoordinasian pelaksanaan fugas
Perangkat Daerah,  pemantauan dan eveluasi

pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan
administrasi di  bidang  penyusunan — program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Baglan Administrasi Pembangunan
mempunyai fungsi ;

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dacrah di
bidang penyusunan program, pengendalian program
dan evaluasi dan pelaporan;

b. penyiapan  bahan  pengoordinasian  perumusan
kebijakan daerah di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

¢c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan

d
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program, pengendalian program dan cvaluasi dan
pelaporan;

d. penyiapan  bahan  pemantauan dan  evaluasi
pclaksanaan kebijakan daerah terkail pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan
faktor vang mempengaruhi pencapaian tLjuan
kebijakan di  bidang  penyusunan  program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan
administrasi di  bidang penyusunan  program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporarn;
dan

f, pelaksasan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perckonomian dan Pembangunan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan funpgsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3], Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan mempunyai rincian tugas ;

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kegiatan  Bagian Administrasi Pembangunan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun scbelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara  lisan  meupun  tertulis  guna  kelancaran
pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya schagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di

bidang penyusunan program, pengendalian program
dan evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pclaporan;

g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
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tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan
program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan;

. menylapkan bahan pemantauan dan  evaluas
pelaksanaan kebijakan daerah terkail pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di  bidang  penyusunan Prograr,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

menyelenggarakan perumusarn, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan program kegiatan di lingkup
Sekretariat Daerah;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan
anggaran Sekretariat Daerah sesual dengan
peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan

dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
tingkat Sekretariat Dacrah sesual dengan peraturan
perundang-undangan;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  kegiatan Bagian Administrasi
Pembangunan dengan cara mengukur pencapaian

program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan

baik lisan maupun tertulis sebagai wujud
akuntabilitas dan transparansi;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyampaikkan saran dan pertimbangan kepada

atasan baik lisan meaupun tertulis berdasarkan
kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tupas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi
Pembangunan,
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Pasal 18

{1) Susunan Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan
sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2,
terdiri atas kelompok jabatan fungsional vang terbagi atas
tiga sub keordinator;

[2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada avat (1),
terdiri atas |

a. ‘Sub Koordinator Penyusunan Program,

b. Sub Keordinator Pengendalian Program; dan

w5

Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.

(3) SBub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan

Pembangunan melalui Kepala Bagian Bagian Adminisiras
Permnbangunan,

Bagian Ketiga
Bagian Pengadaan Barang/.Jasa
Pasal 19

(1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala

Bapgian vang berkedudukan di  bawah  dan

bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan
Pembangunan.

(2] Kepala Bagian Pengadaan Barang/.Jasa

13)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Asisten Perckonomian
dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan
kebijakan dacrah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluas: di bidang
pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advolasi
pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat {2), Bagian Pengadaan Barang/Jasa
mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dacrah di
bidang pengelolaan pengacdaan barang/jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/|asa;

b. penyiapan bahan  pengoordinasian  perumusan
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kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan
barang/jasa, pengelolaan layanan pengadasan SoCard
clektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang/jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasian  pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan
pengadaan  secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang/jasa;

d. penyiapan baghan pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkail pencapaian
tujuan  kebijakan, dampak yang tidak diinginkan
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di hidang  pengelolaan pengadaan
barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
=lektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang/jasa;

e. penyapan bahan pelaksanaan pembinaan

administrasi di  bidang pengelolaan pengadaan
harang/jasa, pengelolaan layanan penpgadaan sccara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang/jasa; dan

f, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asistcn
Perekonomian dan Pembangunan Yang berkaitan
dengan tugasnya.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi scbagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3), Kepala Bagian
Pengadaan Barang/Jasa mempunyai rincian tugas

s, merumuskan dan menetapkan rencana dan program

kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tehun sebelumnya schagal
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetenginya  serla memberikan arahan  baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

o melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
guna sinkronisasi dar harmonisast pelaksanaan
LIgas;

d. menelaah dan  mengkaji  peraturan perundang:
undangan di bidang pembinaan, pelaksanaan,
monitoring, cvaluasi pengadaan barang/jasa, dan
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regulasi sektoral lainnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dacrah di
bidang  pengelolaan pengadaan barang/jasa,
pengelolaan lavanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa,

menyiapkan bahan pengoordinasian  perumusan
kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan
barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan sccara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang/jasa

menyiapkan bahan pengoordinasian  pelaksanaan
tugas Perangkat Daecrah di bidang pengelolaan
pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan
pengadaan sccara clektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang/jasa

menyiapkan behan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampalk yang Udak diinginkan
dan faktor vang mempengaruhi pencapaign ujlan
kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan
barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
clektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang/jasa

menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang pengelolaan pengadaan
barang/jasa, pcngclelaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang/jasa

melaksanakan  pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian kegiatan di bidang
pengadaanbarang/jasa sesual peraturan perundang-
undangan agar  kinerja Bagian Pengadaan
Barang/Jasa mencapai target yang telah ditetapkan;

menyelenggarakan pelayanan prima dan  inovasi
kegiatan  pengelolaan pengadaan barang/jasa,
layanan pengadaan  secara  elektronik  seria
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa di
lingkunigan Pemerintah Daerah sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan  guna
peningkatan kualitas kerja;

menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
dalam penyelenggarasn kegiatan Bagian Pengadaan
Barang /Jasa agar diperoleh hasil kerja vang eptimal;
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m. menyiapkan penyusunan Lembar Kerja Dokumen

Pelaksanaan Anggaran vyang dibiayal Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

menyiapkan dan menyusun strategi dan kajian agar
pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan efektif
dan efisien;

membentuk/membubarkan Kelompok Kerja (Pokjal
Pemilihan dan menetapkan/ menempatkan/
memindahlan anggota Pokja Pemilibar;

menugaskan anggota Kelompok Kerja Layanan
Pengadaan (Pokja LP) sesuai dengan beban kerja
masing-masing;

mengawasi seluruh kegiatan pemilihan penyedia di
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam ranglka
pengadaan barang (jasa pemecrintah dan

melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau
indilasi penyimpangan;

mengendalikan  dan  mengevaluasi  penyerapan
anggaran Bagian Pengadaan Barang /Jasa
dengan cara membandingkan laporan
perkembangan rcelisasi  belanja  dengan  rencana
pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;

mengevaluasi pelaksanaan kepgiatan Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan kepada pimpinan dan kebijakan
tindak lanjut;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan
baik lisan maupun tertulis  sebagai  wujud
akuntabilitas dan transparansi;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan san ksi;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan baik lisan maupun tertulis  berdasarkan
kajlan agar pelaksanaan keglatan berjalan lancar
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugss kedinasan lain dari pimpinan
sesuni dengan tugas dan fungsi Bagian Pengadaan
Barang/Jasa.
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Paragrafl 1
Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/.Jasa
Pasal 20

Subbagian  Pengelolasn  Pengadnan  Barang/Jasa
dipimpin cdleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pengadaan Barang/Jasa.

Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], mempunyal tugas
melaksanakan  sebagian  tugas  Kepala  Bagian
Pengadaan Barang/Jasa dalam penyiapan bahan
pPerumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pernbinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
pengelolaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa mempunyai rincian tugas ;

a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian
Pengelolaan  Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegialan tahun sebelumnya sebagar pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisien;

. membapi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta  memberikan  arahan  baik
sgcara  lisan maupun tertulis puna kelancaran
pelaksanaan tugas,

o, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, scria
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonigasi
pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya schagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f menyiapkan bshan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan,

g. melaksanakan invetarisasi paket  pengadaan
barang/jasa;



(1)

(]

38

h. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;

i. melaksanakan penyusunan strategi pengadean
barang/jasa;

j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog
elektronik lokal/sektoral,

k. memifasilitasi perencanaan dan pengelolaan kontrak
pengadaan barang, jasa pemerintah;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur  (SOP) kegiatan pada
Subbagian Pengeleolaan Barang/Jasa untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik;

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Subbagian Pengelolaan Barang/Jasa dengsn cara
mengukur pencapaian program kerja yang telak
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

0. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

p. menyusun laporan pelaksansan  kegiatan kepada
pimpinan sebagai  wujud akuntabilitas  dan
transparansi pclaksanaan kegiatan;

g, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untux
menghindari penyimpangan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Paragral 2
Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
Pasal 21

Subbagian Pengelolaan Layanan Penpadaan  Secard
Elektronik dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan
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Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melaksanakan sebaglan tugas Kepala
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam penyviapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiaian di bidang
pengelolaan layanan pengadaan secara elelktronk.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada myat (2], Kepala Subbagian Pengelolsan Lavanan
Pengadaan Secara Elektronik mempunyal rincian fugas;
A. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagail
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanasn tugas berjalan cfektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arphan baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan (Ugas;

d. melaksanakan koordinasi dan  konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, scrta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

e, menelash dan mengkajl peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atan pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

{ menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas CTETRE
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

¢. menyiapkan bahan dan melaksanakanpengelolaan
seluruh  sistem  informasi pengadaan  barang/jasa
(termasuk akun pengguna sistem pengadaan sccara
elektronik) dan infrastrukturnya;

h, melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik;

:  melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rcgisiras! dan
verifikasi pengguna  seluruh  sistem  informasi
pengadaan barang/jasa;



(1

40

i, melaksanakan identifikasi kebutuhan
pengembangan sistem informasi;

k. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang
dibutuhkan olch UKPBJ;

. melaksanakan pelayanan informasi  pengadaan
barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;

m. melaksanakan pengelolaan informasi kontrak;

n. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil
pengadaan,

o. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional  Prosedur (S0P kegiatan pada
Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik untuk peningkatan kualitas pelayanan
publik;

p. melaksanakan pemantanan dan evaluasi kegiatan
Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik dengan care mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

g. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
herdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan kanr,
pemberian penghargaan dan sanksi;

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepa da
pimpinan  sebagai  wujud  akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan:

5. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegistan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyvimpangan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanys.

Paragraf 3

Subbagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang/.Jasa

Pasal 22

Subbagian Pembingan dan  Advokasi Pengadaan
Barang/Jasa dipimpin oleh  Kepala Subbagan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

(2} Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
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Barang/Jasa schagaimana dimaksud pada aval (1),
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Ragizn Pengadaan Barang/Jasa dalam penyiapan bahan
pPerumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, cvaluasi, dan pelaporan kegiatan i bidang
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

Untuk melaksanakan tugss sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], Kepala Qubbagian Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai rincian
tugas

4. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
berdasarkan peraturan perundangundangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun  sebelumnya
schagal pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektifl dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta  memberikan arahan baik
spcara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanaksn koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, scrld
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisas
pelaksanaan LUgaS;

& menelash dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lngkup ugasnya sehagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk  pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai

lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan,

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan
bagi para pelaku pengadaan barang/jasa
pemerintah, terutama para Pengelola  Pengadaan
Barang/Jasa dan personel UKPBJ,

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelotaan
manajemen pengelahuan pengadaan barang/jasa;

i, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan
hubungan dengan para pemangkul kopentingan;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
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dan pengukuran tingkat kematangan UKPB.J;

menyiapkan bahan dan mclaksanakan pelaksanaan
analisis beban kerja UKPBJ;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
personil UKPB.;

. menyiapkan bahan dan melaksanaka pengembangan

gistemn insentif personel UKPEJ;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi
implementasi standarisasi  layanan  pengadaan
sercara elektronik;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa
pemerintah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingatn
teknis, pendampingan, dan/atau konsuliasi proses
pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan
pemerintah provinsi, kabupaten /kota, dan desa;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan
teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi
penggunaan  selurub  sistem informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPEE,
elkatalog, e-moneyv, SIKal;

menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan
menyvelesaian sengketa kontrak melalul mediasi

menyiapkan bahan dan menyusun Konsep Standar

Operasional  Prosedur (S0P kegiatan pacda
Subbagian Pembinaan dan  Advokasi  Pengadaan
Barang/Jasa untuk peningkatan leualitas
pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Subbagian Pembinasn dan Advokasi Pengadaan
Barang/Jasa dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kera bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja
spsuai ketentuan dalam rangka peningkatan karr,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan  kopada
pimpinan  sebagai  wujud  akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
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kajian agar kegiatan berjalan lancar secria Lintuk
menghindari penyimpangan; dan

«. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya,

BARB VI

ASISTEM ADMINISTRASI UMUM
Pasal 23

(1) Asisten Administrasi Umum berkedudukan di bawah

(2]

{3)

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai Tugas membanty Seckretaris
Daerah dalam penyusunan kcbijakan daerah di bidang
LITILLIEE, Organisas, protokol dan komunikasi pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud
pada ayat (2), Asisten Administrasi Umum mempunysi
fangsi ;

a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol
dan komunikasi pimpinan;

b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

c. pengeordinasiarn pelaksanaan tugas Perangkal
Daergh di bidang organisasi;

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
hidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi
pimpIarn;

e, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang organisasi;

f, penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan
ASN pada instansi daerah; dan

g. pelaksanaen fungsi lain  yang diberikan eleh

Sekretaris Daerah di  bidang umum, Organisas,
protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan funpsi sebagaimarna

dimaksud pada ayat (2] dan ayat [3), Asisten
Administrasi Umum mempunyai rincian tugas :
a. menyusun rencana dan program kegatan Agisten

Administras: Umum berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiaian
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tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
fugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

mengarahkan tugas Kepala Bagan sesual lingkup
tugasnya balk secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan TUEASs;

 melaksanakan koordinasi dan konsultasi  dengan

instansi terkait baik verttkal maupun horizontal
untuk mendapatkan  informasi, masukan, serla
dalam rangka  sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaagh dan  mengkaji  peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegatan;

menyiapkan konsep kebijakan Sekretaris Daerah

dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang
magas Bagian Umum, Bagian Orpanisasi, dan Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan;

mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan yang
dilaksanakan Bagian Umum, Bagian Organisasi, dan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan,

membina dan mengendalikan kegiatan  yang
dilaksanakan Bagian Umum, Bagan Organisasi, dan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;

mengarahkan kegiatan pembahasan perumusan

kebijakan teknis dan peraturan perundang- undangan
yang disusun aleh perangkat daerah di hidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kearsipan,
perpustakaan sebelum diajukan ke Bagian
Hukum;

mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan  dan fungsi

penunjang urusan pemerintahan  scsuai linglkup
tugas Asisten Administra ai Umum,;

mengoordinasikan  Perangxal Daerah  dalam

persigpan dan pelaksanaan rapat-rapat bersama
DPRD sesuai lingkup tugas Asisten Administrasi
Umuim;

melaksanakan kebijakan di bidang wmum, protokol
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dan komunikasi pimpinan;
m. menyusun kebijakan daerah di bidang organisasi;

n. mengoordinasikan pelaksanaan  TUgas peranghkat
daerah di bidang organisasi,

o, menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

di bidang umum, organisasi, protokol  dan
komunikasi pitnpinan;

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;

q. menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi
dan ASN pada instansi daerah;

¢, mengevaluasi pelaksanaan keglatan Bagian Umum,

Bapgian Organisasi, dan Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan kepada Sekretaris Daerah  dan
kebijakan tindak lanjut

g, melaporkan pelaksanaan tagas kepada Sekretaris

Daerah baik lisan maupun tertulis schagai wujud
aluntabilitas dan transparansi;

t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
herdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
segual ketentuan dalam rangka peninghkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

u, menyampaikan saran dan pertimbangan  kepada

pimmpinan bailk lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangar;

v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Bagian Kesatu
Bagian Umum
Pasal 24

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang
berkedudulkan di bawah dan bertanggung jawab kepadsa
Asisten Administrasi Umum.

Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Asisten Administrasi Umum  dalam penyiapan
pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di
bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,

LI
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keuangan, rumah tangga dan perlengkapan,

Untul melaksanakan tugas scbagaimmana dimaksud
pada ayat (2], Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. penylapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
keuangan, rumah tanges dan perlengkapan;

penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, keuangan, rumah tanggs dan
perlengkapan; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum  yang berkaitan  dengan
tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan funpgsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan ayat i3), Kepala Bagian
Umum mempunyai rincian tugas |

L

merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kegiatan Bagian Umum berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
MIgas;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tUgASs]

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan

instansi terkait baik vertikal maupun  hornzontal
guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
ugas;

. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesual lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

melaksanakan pembinaan, pengawasan  dar

pengendalian  kegiatan di "Bagian Umum sesual
peraturan perundang-undangan agar kinerja Bagian
Umum mencapai target yang telah ditetapkan;

menerapkan Standar Operasional Prosedur (BSOP)
dalam penyelenggaraan kegiatan Bagian Umum agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

menyelenggarakan pengelolaan lketatausahaan
Pimpinan Daecrah, Sekretariat Daerah, dan Staf Abli
Bupati sesuai dengan ketentuan yang beriako;

[
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menyelenggarakan kegiatan rumah tangga dan
perlengkapan  guna mendukurng kelancaran
pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah dan pegawai di
lingkungan Sekretariat Daerah;

mengoordinasikan  pengadaan barang dan jasa
untuk  keperluan  Sckretariat Daerah gerta
mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak
berwujud dan barang persediaan sesual  dengan
peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan pengelolaan kebersihan,

pertamanan, dan persampahan di lingkungan kantor
bupati, wakil bupati, dan Sekretariat Daerah agar
tercipta lingkungan kerja yang bersih, rapi, asri, dan
Tyaman;

. menyelenggarakan fasilitasi kunjungan kerja dari

instansi/pemerintahan daerah lain sebagai tamu
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku,

melaksanakan pembinaan,  pengawasan, dan
pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi
perkantoran agar terwujud pclayanan prima;

. menyelenggarakan pembinaan dan layanan
administrasi kepegawaian di lingkungan Sckretariat
Daerah sesual dengan  peraturan perundang-
undangarn;

. menyelenggarakan dan  mengelola administrasi
keuangan Sekretarfat  Daerah sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan pembinaan administrasi
keuangan di lingkungan Sekretariat Dacrah meliput
penyusunan dan perencanaan anggaran,
penatausahaan keuangan, pembukuan, akuntansi,
pelaporan, serta verifikasi surat
pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sesual dengan
peraturan perundang-undangarn;

. mengendalikan dan  men gevaluasi  penycrapan

anggaran  Sekretariat Daerah  dengan  cara
membandingkan laporan perkembangan realisasi
belanja  dengan renicana  pembiayaan  yang
ditetapkan sebelumnya;

melaksanakan pomantauan dan evaluasi

pelaksanaan kegatan Bagian Umumdengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
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lanjut;
r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan

haik lisan maupun tertulis  sebagai wiud
aleuntabilitas dan transparansi;

5. mengevaluasi dan menilal prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual ketentuan dalam rangka peningkatan  karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

t. menyampaiken saran dan pertimbangan kepada
atasan baik lisan maupun tertulis  berdasarkan
kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi Bagian Umum.

Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Bagian Umum sebagaimana
dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1, terdiri atas
kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub
koordinator;

(2) Sub koordinator, schagaimana dimaksud pada ayal (11,
terdiri atas !
4 Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Stal Ahll dan
Kepegawaian;

b. Sub Koordinator Keuangan; dan
c. 8ub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan.

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umuum
melalui Kepala Bagian Umum.

Bagian Kedua

Bagian Organisasi
Pasal 26

(1) Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Asisten Administrasi Umum,

(2] Kepala Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai (ugas melaksanakan sebagian
tugas Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan
penyiapan perumumas kebijakan daerh, pengoordinasian
perumumasn  kebijakan daerah, pengoordinasian

O



13]

(4]

49

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan dacrah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan
tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analiziz jabatan, pelayvanan
publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi
birokrast;

b. penyiapan bahan pengoordinasian  perumusan
kebijakan daerah di  bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana
serta kinerja dan reformasi birokrasi;

¢. penyiapan bahan pengoordinasian  pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana
serta kinerja dan reformasi birokrasi;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan  kebijakan dacrah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian fujuan
kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serla
kinerja dan reformasi birokrasi;

g. penylapan bahan pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang kelembagaan <dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana scria
kinerja dan reformasi birokrasi; dan

f, pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum  yang berkaitan  dengan
tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3], Kepala Bagian
Organisasi mempunyai rincian tugas |

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kegiatan Baglan Organisasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b, membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serla memberikan arahan  baik
spcara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;



melaksanakan Lkoordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wertikal maupun horizontal
guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

. menelaah  dan mengkajl peraturan perundang-
undangan di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, peclayanan publik dan tata laksana seria
kinerja dan reformasi birokrasidan regulasi sektoral
lainnya schagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan
publik dan tata laksana serla kinerja dan reformasi
birokrasi;

menyiapkan bahan pengoordinasian  perumusan
kebijakan daerah di kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana seria
kinerja dan reformasi birokrasi;

menyiapkan bahan pengoordinasian  pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana
serta kinerja dan reformasi birokrasi;

. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijaken, dampak yang tidak diinginkan
dan faktor vang mempengaruhi pencapaian tijuan
kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana scrta
kinerja dan reformasi birokrasi;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembitiaan
administrasi di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan fala laksana serta
kinierja dan reformasi birokrasi;

menerapkan Standar Operasional Prosedur (S0P
dalam penyelenggaraan kegiatan Bagian Organisasi
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

. mengendalikan dan mengarahkan kegiatan {asilitasi
dalam rangka pembahasan bersama dengan unit
kerja/ Perangkat Dacrah terkait, guna sinkronisasi
dan harmonisasi ramusan  kebijakan pidang
kearsipan, perpustakaan, kepegawaian, pendidikan,
dan pelatinan;

melaksanakan kajian dan cvaluasi berkaitan bidang
kearsipan, perpustakaan, kepegawalan, pendidikan,
dan pelatihan sehagal pedoman/dan pertimbangan
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dalam pengambilan kebijakan [ keputusan;

. menvelenggarakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh  Perangkat Daerah  bidang
kearsipan dan  perpustakasn = Serta bidang
kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;

melaksanakan pengkajian kelembagaan perangkat
dacrah serta usulan penggabungan, pemekaran,
pembentukan, dan penghapusan unit kerja atau
prganisasi perangkat daersh sesuai  peraturan
perundang-undangan;

menyvelenggarakan penyusunan analisis jabatan,
analisis beban kerja, evaluasi jabatan, profil
kelembagaan peranghkat daerah, evaluasi
kelembagan, standar kompetensi jabatan sesual
peraturan perundang-undangan;

. menyelenggarakan  penyusunan Grand  Design
Reformasi Birokrasi, Road Map Reformasi Birokrasi,
serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LEJIF)
herdasarkan bahan dari masing-masing Organisasi
perangkat daerah sebagai  wujud akuntabilitas
penyclenggaraan pemerintahan Kabupalen Kendal;

. menyclenggarakan pengkeajian pendayagunaan,
kedisiplinan, peningkatan dan penifaian kinerja
aparatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan pengambilan  kebijakan
pimpinan;

menyelenggarakan  penyusunan pedoman  lata
naskah dinas, pakaian dinas, jam ketja, metode kerja,
prosedur  kerja, pola hubungan kerja, standar
pelayanan, Standar Operasional Prosedur (S0P},

Peta Proses Bisnis serta instrumen pelayanan publik
sesual dengan peraluran perundangundangan;

mengendalikan  dan mengevaluasi  penycrapan
anggaran  Bagian Organisasi dengan cars
membandingkan laporan perkembangan realisasi
belanja dengan  rencana pembiayaan  yang
ditetapkan sebelumnya;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian
Organisasi dengan cara mengukur  pencapaiarl
program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan kepada pimpinan dan kechijakan tindak
lanjut;

1. melaporkan pelaksanaan fugas kepada pimpinan
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baik lisan maupun tertulis  scbagai  wujud
akuntabilitas dan transparansi;

v, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkaman karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

w. menyampaikan saran dan pertimbangan  kepada
atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
certa untuk menghindari penyimpangan,; dan

%, melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Bagian Organisasi scbagaimana
dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3, terdiri atas
kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub
koordinator;

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
terdiri atas :

a. Suh Koordinatoer Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

b. Sub Koordinater Pelayanan Publik dan Tata Laksana,
dan

c. Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

(3} Sub koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (2),
bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum
melalui Kepala Bagian Organisasi.

Bagian Ketiga
Bagian Protokel dan Komunikasi Pimpinan
Pasal 28

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin
oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan
hertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

{2] Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1], memputiyai lugas
melaksanakan sebagian tupas  Asisten  Administrasi
Umum dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan
kebijakan, — pengoordinasian pelaksanaan tupas
Perangkat  Daerah, pemantauan dan evaluasi
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pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan,

Untuk melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud
pada ayat {2), Bagian Protokel dan Komunikasi
Pimpinan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi
pimpinan;

b, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Dacrah di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait  protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;
dan

d. pelaksasan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan
TUgasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian

Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai rincian

tugas ;

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal
pedoman pelaksanaan fugas;

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya  serta memberikan arahan  baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan TUgas;

o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
imstansi terkait baik wvertikal maupun horizontal
guna sinkronisasi dan harmonisasi  pelaksanaan
ugas;

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan di bidang protokel, komunikasi pimpinan
dan dokumentasi pimpinan dan regulasi scktoral
lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

e. menyiapkan bahan pelaksansan kebijakan di bidang
protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi
pimpinan;

f, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
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tugas Perangkat Daerah di bidang protokol,
kemunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinar;

g. menylapkan bahan pemantauan  dan cvaluas
pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentas: plmpinan;

h. mengendalikan  dan mengevaluasi  penyerapan
anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
dengan cara membandingian laporan
perkembangan realisasi belanja dengan réncana
pembiayaan yang ditetapkan sebelumya;

i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian Protokol
dan Kemunikasi Pimpinan dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan kepada pimpinan dan kebijakan
tindak lanjut;

j, meclaporkan pelaksanaan [Ugas kepada pimpinan

baikk lisan maupun tertulis gsebagai  wujud
akuntahbilitas dan transparansi;

k. mengevaluasi dan menilai prestasi kena bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesumi ketentuan dalam rangks peningkatan karir,
pemberian penighargaan dan sanksi;

. menvampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan baik lisen maupun tertulis berdasarkan
kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan
sesnal dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Protokol
Pasal 29

Suhbagian Protokol dipimpin oleh Kepala Subbagian
yvang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala DBagian Protokel dan Komunikasi
Pimpinan.

Kepala Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai [Ugas melaksanakan sebagian
tiugas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
dalam penyiapan behan perumusan kebijakan 1eknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasar,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, cvaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang protokol.
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Subbagian Protokel mempunyai
rincian tugas :

g, mMenyusun rencana dan program kegiatan Subbagian
Protoko!  berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tUgas;

h. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya  scrta memberikan arahan  baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pclaksanaarn tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan MIgas,

=, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya gebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis,
petunjuk pelaksanaan, dann naskah dinas sesum
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

z. melaksanakan tala protokoler  dalam rangka
penyambutan tamu pemerintah daerah;

h. menyiapkan bahan koordinasi danfatau fasilitasl
keprotokolan;

i, menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal
kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;

i. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah
Daerah;

k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan
Bupati dan Wakil Bupati, termasuk menyiapkan
konsep naskah dinas vang berkaitan dengan
kegiatan Bupati dan Walkil Bupati, antara lain
seperti izin Bupati dan Wakil Bupati dalam hal

berhalangan menghadiri kegiatan/rapat di Daerah,
tingkat provinsi, dan tingkat pusal.

|, menyusun konsep Standar Operasional Prosedur
[SOF) kegiatan pada Subbagian Pratokol untuk
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peningkatan kualitas pelayanan puhblik;

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Syubbagian Protokol dengan  card mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
esuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagal wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan, dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Paragraf 2
Subbagian Komunikasi dan Dolkumentasi Pimpinan
Pasal 30

(1) Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Protokel dan Komunikasi Pimpinan.

(2) Kepala Subbagian Komunikasi dan Dokumentas
Pimpinan schagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyal tugas melaksanakan sebagian lugas
Kepala Bagian Protokol dalam penyiapan bahan
perumusan  kebijakan  teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasar, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
komunikasi dan dokumentasi pimpinan,

(3] Untuk melaksanaken tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, Kepala Subbagian Komunikasi dan
Dokumentasi Pimpinan mempunyai rincian tugas:

a. menyusun rencana dan  program kegiatan
Subbagian  Komunikasi  dan Dokumeniasi
Pimpinan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sehagai pedoman pelaksanaan tugas,

b. menjabarkan perintah pimpinan melalul
pengkajian  permasalahan  dan  peraturan

0
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perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektil dan efisien;

.. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna Kelancaran
pelaksanaan TUEAS,

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkalt baik vertikal maupun horizantal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronmisasi dan harmonisas]
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnys schagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait
pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
memberi masukan kepada pimpinan daerah
tentang penyampaian informasi tertentu;

{ memberikan informasi dan penjelasan kepads

pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan
ata atas arahan pimpinan; menghimpun  dan
mengolah informasi yang yang bersifat penting dan
mendesalk sesuai kebutuhan Kepala Dacrah dan
Wakil Kepala Daerah;

i menyiapkan dan menggandakan bahan mater
rapalt;

. menyiapkan dan mengeandakan bahan materi
kebijakan;

. menyusun naskah sambutan dan pidato Bupal
dan Walkil Bupati,

. mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Walkil
Bupati;

. menyusun notulensi rapat Bupati dan Wakil
Bupati;

. dihapus.

.menyusur konsep Standar Operasional Prosedur
(SOP) kegiatan pada Subbagian Komunikasi dan
Dokumentasi Pimpinan  untuk peningkatan
kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Subbagian Komunikasi  dan Dokumentasi
Pimpinan dengan Carda mengukur pencapaian
program keria yang telah disusun untuk bkahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

O
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r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja scsuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

s, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

BAB VI

STAF AHLI BUPATI
Pasal 31

Staf Ahli Bupati adalah unsur pembaniu Bupati yang
mempunyal tugas memberikan rekomendasi terhadap
isu-izu strategis kepada Kepala Daerah sesuai dengan
keahliannya.

i2) Staf Ahli Bupati dapat mewakili Pemerintah Daerah

{1]

12)

dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat
internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/ kota
dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 32

staf Ahli Bupati berasal dari Pegawai Megeri Sipil yang
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi
persyaratan scsual  dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu
memperhatikan pengalaman dan pengayaan dalam
jabatan, jenjeng pangkat dan golongan, kecakapan,
kapasitas, kompetensi serta keahlian di bidang tertentu.

(3) Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Pimpinan Tingg

Pratama.

(4] Staf Ahli Bupati herkedudukan berada di bawah dan

bertanggung jawab  kepada Bupati dan secard
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dacrah,
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Pasal 33

(1) Penyelenggaraan tugas Stal Ahli Bupan dilakukan
melalui hubungan kerja yang meliputi:

a. konsultatif;

b. kolegial;

o. fungsional,

d. struktural; dan
c. koordinatill

(2) Pelaksanaan hubungan kerja secbagaimana dimaksud
pada ayat {1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas

dan profesional.

Pasal 34

(1] Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 33 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk
menyamakan persepsi dalam melaksanakan  TUEAs
sesuai dengan kewenangan Staf Ahii Bupati.

(2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi ;

a. Staf Ahli Bupati memberikan pendapat secara lisan
dan/atau tertulis kepada Perangkat Dacrah terkait

perumusan kebijakan daerah yang menjadi tugas
dan kewenangannya;

b, Staf Ahli Bupati diikutsertakan dalam perumusan
kebijakan daerah; dan

c. Staf Ahli Bupati memperoleh data dan informasi dari
Perangkal Daerah dalam penyusunan telaaban stal.

(3) Pelaksanaan hubungan kerja konsultatif sebagaimansa
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perencanaan,
perumusan telashan stal dan/atau analisis kebijakan
daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Stal Ahli
Bupati.

Pasal 35
(1} Hubungan kerja kolegial scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan untuk

a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan
dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab
bagi peningkatan produktifitas dan kin erja; dan
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b. mengembangkan  semangat  kebersamaan dan
mengontrol  otoritarianisme struktural vang
umumnya berkembang dalam hubungan struktural
yang cenderung terpusat,

(2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan

(1]

12]

11]

mengutamakan musyawarah dan  ANEEUNE jawab
bersama,

Pasal 36

Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk
memberikan peran substansial secara [ungsional dalam
melaksanakan tugas Staf Ahli Bupat dengan Perangkat
Daerah.

Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan
kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan
tugas Stafl Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah.

Pasal 37

Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk
mengembangkan kepemimpinan  secara berjenjang
antara Staf Ahli Bupati dan Perangkat Daerah dalam
susunan organisasi Perangkat Daerah sesual tugas dan
fungsi secara bertanggung jawab.

() Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tetap memperhatikan kerja sama yang
terpadu, harmonis, selaras dan komprehensif.

(3] Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud

pada avat (2) meliputi:
a. pelaksanaan tugas Yyang dikoordinasikan oleh
Sekretaris Dacrah;

b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya
pencapaian visi dan misi Dacrah sesuai dengan
hidang tugas dan fungsinya, dan

c. Staf Ahli Bupati melalui Sekretaris Dacrah dapat
mengundang Kepala Perangkat daerah untuk
mendapatkan informasi sebagai bahan analisis
kebijakan Dacrah.
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Pasal 38

(1) Hubungan kerja koordinatif scbagaimana dimaksud

12)

(3)

(4

(1)

(2]

dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk
pengembangan hubungan kerja secara struktural dan
menumbuh kembangkan semangat kolegial yang
sinergis, terpadu dalam penanganan dan penyelesaian
tugas Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah.

Bupati dapat meminta pertimbangan Staf Ahli Bupat
dan perangkat daerah secara koordinatif sesuar tugas
fungsi.

Hubungan kerja koordinatil dilaksanakan untuk
menjamin keselarasan program dan kegiatan Stal Ahli
Bupati dengan Perangkat Dacrah,.

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} dilakukan oleh Stafl Ahli Bupati dan
Perangkat Daerah secara koordinatif dalam forum
koordinasi melalui kegiatan:

a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

b, perumusan kebijakan dan strategi pemecrintah
daerah terkait dengan perencanaan, peclaksanaan,
pengawsasan  dan cvaluasi penvelenggaraan
pemerintahan;

¢. penyusunan Rencana Stratcgis dan Program Kerja
Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi;

d. pengintegrasian rencana program dari berbagai
instansi, lembaga dan organisasi melalui  rapat
koordinasi;

e. pembentukan  gugus  kerja/tim  kerja  yang
melibatkan berbagai instansi terkait; dan

. keikutsertaan dalam kegiatan penelitan dan
pengembangan.

Pasal 39

Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah,
Asisten, dan Kepala Perangkat Dacrah dilakukan
dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan
administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan
pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi,

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menghasilkan antara lain berupa telaahan stal dan
intervensi kebijjakan.

¢
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Pasal 40

Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati terdiri dari:

a,

b,

(1]

[2)

(3]

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;

Staf  Ahli  Bidang Keuangan, PFerckonomian, dan
Pembangunan; dan

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Dava
Manusia.

Bagian Kesatu
staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
Pasal 41

ataf Ahli Bidang Pemerintghan, Hukum, dan Politik
adalah unsur pembantmi  Bupati yang mempunyai
tugasmemberikan  rekomendas: terhadap isL-isu
strategis kepada Kepala Daerah mengenai bidang
pemerintahan, hukum, pelitik.

Untult melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Stal Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum,
dan Politik mempunyail fungsi

a, penyiapan bahan kajian terhadap isu-isu strategis
mengenai bidang pemerintahan, hukum, dan politik;

b. pclaksanaan kegiatan telaahan dalam rangka
perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap isu-
isu strategis mengenai bidangpemerintahan, hukum,
dan politik; dan

c. melaksanakan intervensi kebijakan Daerah di
bidang pemerintahan, hukum dan politik.

Untuk melaksanakan tugas dan [ungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, Stal Ahli Bidang
Pemerintahan, Hukum, dan Politik mempunyai rincian
tUgas:

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum, dan Politik berdasarkan  peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalu pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan cfcktil dan eiisten;

c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Perangkat
Daerah melalui Sekretaris Dacrah dalam rangka

8]
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pengumpulan  data  dan penyiapan bahan
penyusunan kajian/telaah sesual bidang tugasnya,

d. melaksanakan pengkajian dan telaah permasalahan
sesual bidang tugasnya dalam rangka merumuskan
rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan
pimpinan;

e. melaksanakan analisis sesuai  bidang [ugasnya
secara berkala baik diminta maupun tidak dimints
oleh Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan;

{ memberikan seran dan pertimbangan dalam
kegiatan rapat-rapal perumusan kebijakan teknis
atau penyusunanrancangan produk hukum  yang
diselenggarakan oleh Perangkat Daeral;

g. mecmantau  dan mengevaluasi  perkembangan
kegiatan di  bidang pemerintahan, hukum, dan

politil sebagai bahan penyusunan
kajian/tclaahflaporan dan intervensi kebijakan
kepada pimpinan;

h. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan

kegiatan  kepada  pimpinan sebagai  wujud
aluntabilitas dan transparansi pelaksanaan
kegiatan;

i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian apar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi Stal Ahli Bupati.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Keuangan, Perekonomian, dan
Pembangunan
Pasal 42

(1} Staf Ahli Bidang Keuangan, Perekonomian, dan
Pembangunan adalah unsur pembantu Bupati yang
mempunyai tugasmemberikan rekomendasi  terhadap
isu-isu  strategis kepada Kepala Daerah mengenai
bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1], Staf Ahli Bidang Reuangan,
Perekonomian, dan Pembangunan mempunyai fungsi
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C.

penyiapan bahan kajian terhadap isu-isu stralcgis
mengenal bidang Keuangan, Perekonomian, dan
Pembangunan;

pelaksanaan Kkegiatan telaahan dalam rangka
perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap 1su-
1su strategis mengenai bidangkeuangan,
Perekonomian, dan Pembangunan; dan

melaksanakan intervensi kebijakan Daerah di
bidang Keuangan, Perekonomiarn, dan

Pembangunarn.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2], Staf Ahli Bidang
Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan
meémpunyai rincian tugas:

- 18

merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan,
Perckonomian, dan Pembangunan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi

kegiatan tahun sebelumnya gebagai  pedoman
pclaksanaan tagas;

menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan keordinasi dengan Kepala Perangkat
Daerah melalui Sekretaris Dacrah dalam ranghka
pengumpulan  data dan penyiaparn bahan
penyusunan kajian/telaah sesual bidang tugasnya,

melaksanakan pengkajian dan telaan permasalahan

sesumi bidang tugasnya dalam rangka merumuskan
rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kebtjakan
plmpinan;

melaksanakan analisis sesuai bidang  [ugasnya
spcara berkala baik diminta maupun tidak diminta
oleh Bupati scbagai bahan perumusan kebijakan;

memberikan saran dan  pertimbangan dalam
kegiatan rapat-rapat perumusan kebijakan teknis
atau penyusunan rancangan produk hukum yang
diselenggarakan oleh Perangkat Dacrah,

memantay  dan  mengevaluasi  perkembangan
kegiatan di bidang pemerintahan, hukum, dan
politik sebagal bahan pPENyUSUNADN
kajian/telaah/laporan  dan intervensi  kebijakan
kepada pimpinan;
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h. menyiapksn dan menyusun laporan pelaksanaan

kegiatan  kepada  pimpinan sechagai  wujud
akuntabilitas dan transgparansl pelaksanaan
kegiatan;

i, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

j. melaksanakan fugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia
Pasal 4.3

{1} Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia adalah unsur pembantu Bupati  yang
mempunyai tugasmemberikan relkkomendasi  terhadap
isu-isu strategis kepada Kepala Dacrah mengenak
hidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan
Sumbet Daya Manusia mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan kajian terhadap isu-isu strategis
mengenai bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia;

b. pelaksanasn kegiatan telaahan dalam rangka
perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap

isu-isu strategis mengenai bidang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusig; dan

c. melaksanakan intervensi kebijakan Daerah di
bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

(3] Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Stal Ahli Bidang
Kemasyarakatan  dan Sumber Daya Manusia
mempunyail rincian tugas;

2. merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kegiatan Staf Ahli Bupali Bidang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegatan
tghun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

|"I1-



b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

& melaksanakan koordinasi dengan Kepala Perangkat

Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka
penigumpulan data dan penyiapan bahan penyusunan
kajian/telaah sesuai bidang tugasnya;

d. melaksanakan pengkajian dan telash permasalahan
sesuai bidang tugasnya dalam rangka merumuskan
rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan
pimpinan;

e. melaksanakan analisis sesuai bidang tugasnys
secara berkala baik diminta maupun tidak diminta
oleh Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan;

f memberikan saran dan pertimbangan  dalam
kegiatan rapat-rapat peérumusan kebijakan teknis
atau penyusunan rancangan produk hukum yang
diselenggarakan oleh Perangkat Daecrah;

g. memantau  dan mengevaluasi perkembangan
kegiatan di bidang pemerintahan, hukum, dan
politik sehagai bahan PENYUSUNAnN

kajian/telaah/laporan dan intervensi  kebijakan
kepada pimpinan;

h. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan  kepada  pimpinan  sebagai wujud
akuntabilitas  dan transparansi pelaksanaan
kegiatan;

i, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maeupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk

menghindari penyimpangan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupatl,

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44
(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan
Qekretariat Daerah  ditetapkan sesuai  dengan
kebutuhan dan mempunyal fungsi dan tugas berkaitan

A

[ &
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dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
lkeahlian dan keterampilan tertentu sesual peraluran
perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Sekretaris Daerah, Kepala Bagian yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejurniah
Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang
keahlian,

Jumnlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentulan
bardasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban
kerja.

Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sesuai
lketentuan peraturan perundang-undangan,

Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan SCSUAI
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerjia Pejabat Fungsional
Pa=gl 45

Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas
berkaitan dengan  pelayanan  fungsional  yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertenti.

Selain melaksanakan fungsi dan tugas scbhagmimana
dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapat
diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator
vang dalam menjalankan tugasnya bekerja secara
individu dan/atau tim kerja.

Pasal 46

Pejabat Fungsional melaksanalan fungsi dan tugasnya
secara individu dan/atau berkelompok.

Pelaksanaan fungsi dan tugas sccara berkelompok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
membentuk Tim Kerja.

Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayatl {2) dapat
berasal dari Jabatan Fungsional scjenis atau berbagal

Q



(4]

(5}

(1]

{2

(1)

(2]

()

(4]

()

(6}

latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkal
Daerah tersebut atau dari luar Perangkal Daerah.

Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
herasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah,

Pasal 47

Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan fungsi dan
tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit
organisasi,

Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk
meminta laporan kepada pejabat fungsional dan/atau
K=tua Tim di lingkungan unit kerjanya.

BAB X
TATA KERJA
Pasal 48

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan {tugasnya
berpedoman pada ketcntuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam melaksanakan tugas sctinp pimpinan unit
organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajb
menerapkan  prinsip  koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baile dalam lingkungan masing-masing
mauplin antar satuan organisasi di lingkungan
pemerintah dacrah serta instansi lain di luar
pemerintah  daerah sesuai dengan  tugas masing-
masing,

Setiap pimpinan unit organisasi wajib MENgawasi
bawahannya masing-masing.

Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] terjadi  penyimpangan,
pimpinan unit organisasi mengambil langkah-langkah
vang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang:
undangan.

Setiap pimpinan wunit orgenigasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bag
pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada



atasan masing-masing serta menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan scbapai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan,

(8) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain
vang sccara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(9) Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, schiap
pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib
mengadakan rapat berkala.

Pa=zal 49

(1} Pada unit kerja lungsional ditunjuk Sub Koordinator
untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.

(2] Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada avat (1)
adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat
fungsional yang ditunjuk.

{3) Tugas sub koordinator adalah membantu Sekretaris
dan Kepala Bagian dalam menyusun percncanaan,
pelaksanaan dan pengendahan, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya
sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

{4) Pada pejabat pengawas yang tidak disetarakan, maka
tctap melaksanakan tugasnya pada unit kerjanya
masing-masing.

BARB Xl
KEPEGAWAIAN
Pasal 50

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasgal 51

Jabatan Sekretaris Daerah, Stal Ahli, Asisten, Kepala
Bagian, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional di
lingkungan Sckretariat Daerah diangkat dan diberhentikan
oleh Pejabat yvang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

5
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Pasal 52

(1) Sekretariat Daerah wajib menyusun kebutuhan jumlah
dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(2) Penyusunan kebutuhan jumlish dan jenis jabatan
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima] tahun yang
diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan.

BAR XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 53

(1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bagian
ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabal
Fungsional.

(2} Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
ditunjuk oleh Sekretariat Daerah dengan
mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan
kompetensi yang bersangkutan.

(3) Penunjukan Sub Keordinator sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} ditetapkan dengan keputusan Sekretaris
Daerah.

Fasal 54

(1} Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinator,
Qekretaris Daerah menunjuk Sub Koordinator yang
diutamakan berasal dari Pcjabat Fungsional di
lingkungan kerjanya.

(2) Dalam hal di lingkungan kerja Sekretariat Daerah tidak
terdapat pejabat fungsional, maka Sckretaris Daerah
menunjuk Pelaksana Senior schagai Sub Koordinator
berdasarkan kompetensi yang dibutuhlkan.

(3) Dalam hal Sekretaris Daerah akan menunjuk Sub
Koordinator vang berasal dari luar lingkungan kerjanya,
maka dikoordinasikan dengan perangkat dacrah Yang
menangani urusan kepegawaian,

Pasal 55

Penunjukan Sub Koordinator  schagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 dan Pazal 5¢ disamping memperhatikan
kesesuaian  bidang tugas dan  [ungsinya  juga
mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesualan

G
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kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman
penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan
obyektl lainnya.

Pasal 36

Pemberhentian Sub  Koordinator dapat dilakukan oleh
Sekretaris Daerah.

Pasal 57

(1} S3ub Koordinator mempunyai fugas membantu
Sekretaris dan Kepala Bagian dalam penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan
dan evaluasi, serta pelaporan lingkup tugas dan fungsi
unit kerjanya masing-masing.

(2) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
ayat (1) Sub Koordinator —mempunyai  tugas
mengoordinasikan  pelaksanaan  tugas kelompok
Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(3) Sub Koordinator dapat diberi tugas melakukan
penilaian kinerja terhadap pelaksanaan ugas Pejabat
Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya sesual
peraturan perundang-undangan.

BAB XIlIl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Pejabat Pengawas yang dilantk berdasarkan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2019 lentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
Bupati Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 98 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas FPeraturan Bupati Kendal
Nomoar 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten
Kendal, berlaku ketentuan sebagal berikut |
a. terhadap Pejabat Pengawas yang tidak dilakukan

penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional
dalam rangka penyederhanaan struktur organisast,
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan
Peraturan Bupati inj;
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b. terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan
penyetaraan ke dalam jabatan fungsional tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
dilakukan pelantikan yang bersangkutan ke dalam
Pejabat Fungsional;

(2} Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang Udak
dilakukan penyctaraan ke dalam jabatan fungsional
dalam rtangka penyederhanaan struktur organisasi
berdasarkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan
tugasnya di  bawah Pejabat Pengawas  yang
bersangkutan.

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Pelaksana di bawah Pegjabat Pengawas Yyang alaan
dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional
dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi
berdasarkan Peraturan Bupati ini, melaksanakan
tugasnya dengan ketentuan schagai berikut :

o, Pelaksana tetap melaksanakan tugasnya di bawah
Pejabat Pengawas sampai dilakulaan penyederhanaan
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupat
ini;

b. Dalam hal telah dilakukan penyederhanaan strukiur
organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka Pelaksana melaksanakan tugas dibawah
koordinasi Sub Koordinator.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupatli Kendal Nomor 74 Tahun 2019 teniang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 73}
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati kendal
Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seria Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomaor 98)
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.



73

Pasal GO
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraparan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanpgal 29 Desember 2021

BUPATI KENDAL,
Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

MOH TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 88
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PERATURAN BUFATI KENDAL

MOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASL, TUGAS DAN FUNGSI,
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KENDAL
KNOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF
AHLI BUPATI KABUPATEN KENDAL

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL

4. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

ik Bagian Pemerintahan

11 Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas.

=

menyusun rencana dan  program kegiatan pada Kelompox
Qubstansi Administrasi Pemerintahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan  hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya schagai pedoman pelaksanaan LUgas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan  dan  peraturan perundang-undangan  AgET
pelaksanaan tugas berjalan efektifl dan efisien;

 melaksanakan koordinasi dan  konsultasi dengan instansi

terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan
informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi
dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan

sesuai lngkup tugasnya scbagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan hahan penyusunan petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup  tugasaya — gund
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan serta melaksanakan koordinasi dalam rangka
pembahasan bersama dengan unit kerja/Perangkat Daerah terkait,
guna sinkronisasi dan  harmonisasi rumusan kebijakan  di
bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan
pencatatan sipil, perencanaan, penelitian, dan pengembangan;

&
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menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang
administrasi pemerintahan;

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang

administrasi pemerintahan;

menyiapkan  bahan pengoordinasian pelaksanaan TUEAS di
bidang kependudukan dan pencatalan sipil, kesatuan bangsa
dan  politik dalam  negeri, ketentramarn, kelertiban umum
dan perlindungan masyarakat;

memiasilitasi forum komunikasi pimpinan antardacrah;

menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dasrah bidang administrasi pemerintahan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan edministrasi bidang
administrasi pernerintahan;

.menyiapkan bahan untuk kegiatan pembinaan administrasi

pemerintaham, penelitian laporan penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan, serta peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesual pecraturan
perundang-undangan;

. menyiapkan bahan fasilitasi, kajian dan evaluasi, pemantauan dan

pembinaan dalam rangka pembahasan bersama dengan unit kerja/
Perangkat Dacrah terkail guna sinkronisasi dan harmonisasi
ramusan  kebijakan di  bidang pemerintahan, ketentraman,
ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administras
kependudukan, pencatatan sipil, perencanaan, penelitian  dan
pengermbangan.

menylapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prasedur (SOP) kegiatan pada kelompok substansi Administrasi
Pemerintahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan HKelompok
Substansi Administrasi Pemerintashan dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
schagai wujud akuntabilitas  dan transparansi pelaksanaan
keariatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
baik lsan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegialan
berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melakeanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesum
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

(
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1.2 Bub Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas:

=

menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Administras:
Kewilayahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun se¢belumnya sebapgai pedomean
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan  tugas
berjalan elektil dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik wvertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisas
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengksji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
rmelaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

meleksanakan  fasilitasi dan  koordinasi  pembentukan,
penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan
dan/atau kelurahan:

melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan,
kelurahan, serta nama lain danfatau pemindahan 1bukota
kecamatan,;

melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;

menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan
Kepala Daerah kepada Camat;

menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;

. menylapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang

administrasi kewilayahan;

. melaksanakan pemantauan dan e¢valuasi pelaksanaan l-:ﬁhl_]akan

daerah bidang administrasi kewilayahan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (S0OP) kegiatan Subbagian Administrasi Kewilayahan
unituk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantavpan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Administrasi Kewilayahan dengan cara mengukur pencapaian
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program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan,

menyampaikan saran dan perlimbangan kepada pimpinan baik

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsi unit kerjanya.

1.3 Sub Koordinator Kerja sama dan Otonomi Daerah mempunyai tugas:

H.

menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Administrasi
Kewilayahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektil dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya
serla memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesUAl
lingkup tugasnya scbagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanman, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan fasilitasi  dan koordinasi pembentukan,

penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayvah kecamatan
dan/atau kelurahan;

melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan,
kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota
kecamatan;

melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;

menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan
Kepala Daerah kepada Camat;

menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
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. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang

administrasi kewilayahan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah bidang administrasi kewilayahan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kepiatan Subbagian Administrasi Kewilayahan
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Administrasi Kewilayahan dengan cara mengukur pencapaian
program kerja wvang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal
wijud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sub Koordinator Bina Mental Spiritual mempunyai rincian tugas:

£

menyusun rencana dan program kegiatan pada Kelompok
Substansi Bina Mental Spiritual berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan  hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan elektif dan efisien;

melaksanaksn koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik wvertikal maupun horizontal untukmendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

tmenelaah dan mengkaji  peraturan  perundang- undangan
scsual lingkup tugasnya secbagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual

lingkup tugasnys guna mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan,;

menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan
dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
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pendidikan keagamaan,

menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan;

menyviapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di  bidang
sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan
koagamaan;

menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan
kebijakan Daecrah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan
lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;

. melakukan pembinaan fasilitasi dan pengembangan kerja sama

antar lembaga keagamaan dan kerubunan umat beragama;

menyiapkan bahan pengolahan data, saran, perlimbangan serta
koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan
umat beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan;

melakukan koordinasi lintas sekior dan pertermuan/rapat-rapat
koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja
sama antar lembaga keagamaan,

memfasilitasi dan mengeordinasikan pelaksanaan kegiatan
kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar
lembaga keagamaan;

memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar
umat beragama dan aliran kepercayaan;

mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat beragama dan
konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran
kepercayvaan,

melakukan koordinasi kerja sama dan konsultasi
penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerulkunan hidup
antar umat beragama dan aliran kepercayaan;

melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat
beragama dan abiran kepercayaan;,

menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi
kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan.

melaksanakan koordinasi dan faszilitasi dengan pihak terkait
dalam penyelenggaraan ibadah haji di Daerah;

menyiapkan konsep naskah do'a dalam kegiatan

kedinasan di lingkungan pernerintah Daerah;
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CC.

dd.
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melaksanakan  koordinasi dan  fasilitasi  dengan instansi
terkait dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan
pengembangan minat dan bakat bidang keagamaan di Daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur  (SOP|  kegiatan Subbagian Bina Mental Spiritual
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantausn dan  evaluasi  kegiatan pada
Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual dengan cara mengukur
pencapalan program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai  wujud  akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
Kegiatan,

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

2.2, Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas:

&

menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Kesejahteraan
9osial  berdasarkan  peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai prdoman pelaksanaan
tugas;

menjabarkan perintzh pimpinan melalui pengkajian permasalahan

dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan TUEAS
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik wvertikal maupun horizontal untuk mendapatkanminformast,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan  mengkaji peraturan  perundang- undangan

sesual lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya — guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan  bahan  pengoordinasian  perumusan kebijakan
pemerintsh  daerah di bidang sosial, keschatan, penanggulangan
bencana, pemberdayaan  perempuan, perlindungan  anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
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menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan  kebijakan
pemeérintah daerah di bidang tenaga ketja, transmigrasi, sosial,
kesehatan, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian  penduduk  dan keluarga
berencana;

menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja,
transmigrasi, sosial, kesehatan, penanggulangsn bencana,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
pendudukdan keluarga berencana;

menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang tenagakerja, transmigrasi, sosial,
kesehatan, pemberdayaanperempuan, perlindungan anal,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial
kepada  Badan/Lembaga, ©Ormas, kelompok masyarakat dan
individu atau keluarga;

menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga,
Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga.

Meclakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan;rapat-rapat
koordinast di bidang tenaga kerja, transmigrasi, sosial, kesehatan,
penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, pengendalian pendudukdan keluarga berencana;

memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan mudik gratis;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial
untik peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanaskan  pemantausn dan  evaluasi  kegiatan pada
Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial dengan CArd
mengukur pencapaian program Kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan

sebagai wujud  akuntabilitas  dan transparansi pelaksanaan
kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serts untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Keordinator Kesejahteraan Masyarakat

Bl

menyusun  rencena  dan  program kegiatan  Subbagian

Q)
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Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan  8gar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik wvertikal maupun horizontal untuk mendapatkan
informasi, masukan, serta dalam rangka  sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan  perundang- undangan
sesuai lingkup lugasnva scbagai bahan atau pedoman untulk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pelunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya  guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan pengoordinasian  perumusan kebijakan
pemerintah  daerah di  bidang pendidikan, kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;

menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan
pemerintah  daerah di bidang pendidikan, kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;

menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan,
kebudayaan, kepemudaan dan clahraga, dan bidang pariwisata;

menviapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan  bidang pendidikan, kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kemasyarakatan
lainnya;

melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat
koordinasi di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan
plahraga, dan bidang pariwisata,

menfasilitasi dan mengoordinasikan  kegiatan Pencegahan,
Pemberantasan, Penvalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika
(P&GN);

menfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan

. silaturrahim Bupati dengan masyarakalt;

menlasilitasi dan mengkoordinasikan organisasi kemasyarakatan,
kepemudaan dan keolahragaan;

menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar Opcrasional
Prosedur (SOP) kegiatan pada Kelompok Substansi Kesejahteraan
Masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;



melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Kesejahteraan Masyarakat dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menvusun laporan pelaksanaan Kkegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan
berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanalkan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya

3. Bagian Hukum

3.1. Sub Koordinator Perundang-undangan, mempunyai tugas:

a.

menyusun rencand dan program kegiatan Subbagian Perundang-
undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal pedoman
pelaksanaan tugas,

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan  agar
pelaksangan tugas berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan  konsultasi dengan instansi
terkait baik wertikal maupun horizontal untukmendapatkan
informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi
dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelagh dan mengkaji peraturan  perundang- undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya
guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,

meneliti, menelaah, dan mengorcks: konsep Rancangan
Peraturan Daergh dan Rancangan Peraturan Bupall yang
disusun dan diajukan oleh organisasi perangkat daerah
pemrakarsa guna kesempurnaan mater: dalam aspek legal
drafting sesuai peraturan perundang-undangan;

meneliti, menelaah, dan mengoreksi konsep Kepurusan
Bupati dalam  bidang pemerintahan, guna kesempurnaan

materi dalam aspck legal draffing sesual  peraturan
0

O
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perundang-undangan;

meneliti, menelaan dan mengoreksi konsep Keputusan Sekretars
Daerah vang disusun dan diajukan oleh Bagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah puna kesempurnasn materi dalam aspck
legal drafting sesuai peraturan perundang- undangan,

Memproses  pengajuan  rancangan  peraturan perundang-
undangan kepada Bupati untuk ditandatangani;

melaksanakan koordinasi teknis dengan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam  rangka persiapan
pembahasan Rancangan  Peraturan Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

menyiapkan hahan pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah dengan Dewan Perwakilan Ralkyat Daerahsesuai dengan
ketentuan dan jadwal yang ditetapkan;

memproses  pengundangan  Rancangan  Peraturan Daerah,
Rancangan Peraturan Bupati, dan Rancangan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

. memproses penomoran  Peraturan  Daerah  dan Peraturan

Bupati;
menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisas) peraturan
perundang-undangan;

mengoordinasikan dan memfasilitas evaluasi
pelaksanaan Peraturan Daerah dan  Peraturan Bupati;

melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum
daerah;

menyiapkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam proses
penetapan Peraturan Daerah;

menyiapkan bahan analisa dan kajian  produk hukum
daerah;

melaksanakan pembinaan PEnyLUSUNAN produk hukum
Daerah;

menviapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikas:
produk hukum daerah;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan produk hulkum daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan pada Kelompok Substansi
Perundang-undangan untuk peningkatan kualitas pelayanan
publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Perundang-undangan dengan cara mengukur pencapaian

4
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program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindal lanjut;

menyusun laporan  pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagal wiyjud alkuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan keglatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan
berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesua
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3.2. Sub Koordinator Bantuan Hukum mempunyai rincian tugas :

=

menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Bantuan
Hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan dan  hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkanpan
permasalahan dan peraturan  perundang-undangan  agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan  konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan
informasi, masukan, se¢rta dalam ranghka sinkronizasi
dan harmonisas) pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan  perundang- undangan
sesual lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedeman untuk
melaksanakan kegiatamn,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung  kelancaran pelaksanaan kegiatan;

meneliti, menelaah, ‘dan mengoreksi  konsep Keputusan
Bupati dalam bidang perckonomian  dan pernbangunan
infrastruktiur puna  kesempurnaan materi dalam aspek legal
drafting sesuai peraturan perundang-undangan;

melaksanakan  koordinasi permasalahan  hukum  dalam
penvelenggaraan pemerintahan daerah,

melaksanalkan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum, dan
pertimbangan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam
sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

melaksanakan koordinasi dan  fasilitasi  kerjasama dalam
penanganan perkara hukum;

melaksanakdn  koordinasi dan  evaluasi  penegakan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
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menyiapkan  bahan dan  melaksanakan  sosialisasi dan
pembinaan bidang hak asasi manusia di Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan penyuluhan hukum dan pembinaan terhadap
keluarga sadar hukum sesuai  dengan perundangundangan
vang berlaku;

, melaksanakan  evaluasi dan pelaporan terhadap hasil
penariganan perkara senghketa hukum.

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur [SOP) kegiatan Kelompok Substansi Bantuan Hukum
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Bantuan Hukum dengan cara mengukur pencapaian program
kerja vang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindalk lanjurt;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
scbagai wjud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan
berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
dengan tuges dan fungsi unit kerjanya,

3.3, Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas:

a, menyusun rencana dan program  kegiatan  Subbagian

Dokumentasi dan Informasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan  perintah pimpinan melatui pengkajian
permasalahan  dan peraturan perundang-undangan - agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansiterkait bailk vertikal maupun horizontal
untukmendapatkan informasi, masukan, serta dalamrangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan
sesual lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan keglatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas scsual lingkup tugasnya  guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
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menelitt, menelanh, dan mengoreksi konsep Keputusan
Bupati dalam bidang sosial, guna kesempurnaan mater
dalam aspek legal drafting sesuai peraturan perundangundangan;

melaksanakan penomoran dan mendokumentasikan Keputusan
Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk

hukum dasrah dan peraturan perundang- undangan lainnya;

menghimpun serta mengolah data dan informasi sebaga
bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;

melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum;

memberikan pelayanan administrasi informasi produk
hukum;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap

dokumentasi dan informasi produk hukum daerah.

. mengelola dan mengembangkan aplikasi sistem informast di

bidang hukum sesuai ketentuan dan perkembangan terkini;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prozedur [(SOP) kegiatan pada Kelompok Substansi Dokumentas:
dan Informasi Hukum untuk peningkatan kualitas pelayanan
publik:

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan cara mengulkur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjur;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada pimpinan

schagai wigjud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
bailk lisan meupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan
berjalan larcar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya,

B. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam



1.1. Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD, mempunyai tugas:

a, menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Pembinaan
BUMD dan BLUD berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan fUgas
berjalan efektil dan efisien;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultesi dengan instans: terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, sertadalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menelaah dan menpkaji peraturan  perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya scbagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;menyiapkan bahan penyusunan
petunjuk teknis,petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan
kegialan,

¢. menyiapkan bahan serta melaksanakan koordinasi dalam rangka
pembahasan bersama dengan unit kerja/Perangkat  Daerah
terkait guna sinkronisasi dan harmonisasi rumusan kebyakan
di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD]) dan BLUD

[. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

g. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan
Usaha Milik Daerah dan dan Badan Layanan Umum Daerah;

h. melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Layanan Umum Daerah

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan
pembinaan Lembaga Keuangan Mikro ([LKM) sesual dengan
peraturan perundang-undangan;

j- memfasilitasi pertemuan/ rapeat dalam rangka koordinasi
pengembangan investasi, BUMD dan BLUD;

l. menyiapkan bshan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan
BUMD dan BLUD untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

. melaksanakan pemantauan dann evaluasi  kegiatan pada
Kelompok Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD dengan cara
mengukur pencapaian program kerja vang teclah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sehagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan

¢
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kegiatan;

. menvampaikan saran dan pertimbangan kcpada pimpinan baik

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

1.2, Sub Koordinator Perekonomian mempunyai tugas:

.

menyusun  rencana dan  program  kegiatan  Subbagian
Perckonomian berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian

permasalahan dan  peraturan perundang-undangan = agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisicn;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelagh dan mengkaji peraturan perundang- undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjulk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup Ttugasnya  gund
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan serta melaksanaken koordinasi dalam rangka
pembahasan bersama dengan unit kerja/Perangkat  Daerah
terkait guna sinkronisasi dan harmonisasi ruwmusan  kebijakan
di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro,
keeil, dan menengah, dan energi sumber daya mineral;

melaksanakan pemantauan inflasi daerah;

memlasilitasi  pertemuan/rapat  dalam  rangka koordinasi
pengembangan dan pengelolaan sarana perekonomian;

menyusun  bahan dan  data serta analisa

pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan
perdagangan;

. IMEenyusun bahan perumusan  kebijakan

pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan
perdagangan;
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

terhadap  pelaksanaan  kegiatanpengembangan — pariwisata,
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koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;

mMenyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
dan pedoman umum pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM,
perindustrian, dan perdagangan;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pengembangan pariwisata, koperasi, UMEM,
perindustrian, dan perdagangan;

memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangan pariwisata,
koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan.

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur [SOP) kegiatan pada Kelompok Substansi Perckonomian
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanaken pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Perckonomian dengan cara mengukur pencapaian program kerja
vang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

menyusun  laporan  pelaksanaan  kegiatan kepada pimpinan
sebagai  wujud  akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan scsuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

1.3. Sub Koordinator Sumber Daya Alam, mempunyai tugas:

i

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Sumber
Daya Alam berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
Tagas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan peérundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik wvertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan

sesuai lingkup tugasnva sebagal bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyvusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
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mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pertanian,
perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan,
energl sumber daya mineral dan lingkungan hidugp,;

menyvusun bahan perumusan  kebijakan di bidang pertanian,
perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan,
sumber daya alam dan lingkungan hidup;

. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan
pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam  dan
linglkungan hidup;

menyusun bahan penyusunan petunjukpelaksanaandan pedoman
umum kKegatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan,
peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di
bidang pertanian, perkcbunan, ketahanan pangan, peternakan,
perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

memfasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan,
dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan lingkungan
hidup;

memfasilitasi kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, dan
ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup;

. menyiapkan bahan serta melaksanakan koordinasi dalam ranghka
pembahasan bersama dengan unit kerja/ Perangkat Daerah terkait
ouna sinkronisasi dan harmonisasi rumusan kebijakan di bidang
lingkungan hidup, pertanian, pangan, kelautan, perikanan,
perkebunan;

. memfasilitasi pertemuan/rapat dalam rangka koordinasi sumber
daya alam;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan pada Kelompok Substans) Sumber
Daya Alam untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pada
Kelompok Substansi Sumber Daya Alam  dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pmpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
keglatan;

menyvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar Kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindar penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasen lain dari pimpinan sesual dengan

&
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tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. Bagian Administrasi Pembangunan

2.1, 8ub Koordinator Penyusunan Program mempunyai rincian tugas :

a;

menyusun rencana dan program kegiatan Kelompok Substansi
Penyusunan Program berdasarkan peraluran perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya scbagai
pedoman pelaksanaan tugas,

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi  dengan instans
terkait bailk vertikal maupun horizontal untukmendapatkan
informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi
dan harmonisasi pelaksanaan tugas,;

menclaah  dan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan
sesuail linglkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelalksanaan, dan naskah dinas sesuat ingkup  tugasnya  guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan
program pembangunan daerah;

menyusun  bahan  kebijakan dalam rangka
mempersiapkan program pembangunan daerah;

menyusun pedoman, peturguk teknis dan petunjuk pelaksanaan
penyusunan program pembangunan daerah;

melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam  rangka
penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;

melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam

ranghka penyusunan program pembangunan dacrah;

. melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam ranghka

mengembangkan akses pembangunan daerah;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program
pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian
pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan
dacrah;

melakukan monitoring, ecveluasi dan pelaporan program
pembangunan daerah,

menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan

&



program kegiatan dari masing-masing Bagian di lingkungan
Sekretanat Dacrah scsuail dengan ketentuan yang berlalku
guna menghindari kesalahan:

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan
Anggaran (EKA}, Dokumen Pelaksanaan Angearan (DPA)
serta  perubahan anggaran Sekretariat Daersh sesual ketentuan
dan plafon anggaran yvang ditetapkan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan
Janpka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Stratepis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja) dan dokumen perencanaan lainnya
tingkat Sekretariat Daerah scsuai dengan ketentuan yvang
berlalku;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (30P) kegiatan Eelompok Substansi Perencanaan
Program untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan  pemantauan dan  evaluasi  kegiatan pada
Kelompok Substansi Perencanaan Program dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

meonyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melakszanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya,

2.2 Hub Koordinator Pengendalian Program mempunyal tugas :

H.

menyusun rencana dan program kegiatan pada Kelompok
Substansi Pengendalian  Program  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan dan  hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya scbagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan  dan  peraturan  perundang-undangan  agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan  konsultasi  dengan instansi
terkait baik wertikal maupun horizontal untuk mendapatkan
informasi, masukan, serta dalam rangka  sinkronisasi  dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan  perundang- undangan

sesuail lingkup tugasnya scbagal bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan:

s
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menylapkan bahan penyusunan petunjuk teknis; petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelarncaran pelaksanaan kegiatan;

g meonyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan pengendalian

h.

program pembangunan daerah;

menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yvang
diselenggarakan  olech Pemerintah maupun swasta agar
pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah;

menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan
daerah;

melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka
mengurangt tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan
program pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta,

mengendalikan  sinergitas  program  pembangunan baik olch
lembaga Pemerintah maupun swasta;

melaksanakan  pembinaan dan  fasilitasi  dalam rangks
pengendalian pelaksanaan  program pembangunan;

. menghimpun dan mendokumentasi Standar Operasional Prosedur

(30F) wang disusun oleh masing-masing Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah:

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kepgiatan Kelompok Substansi Pengendalian
Program untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Kelompok
Substansi Pengendalian Program dengan cara mengukur
pencapaian program kerja wvang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagar wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
kegiatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penylmpangan; dan

meélaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tupas ;

A. menyusun rencana dan program kegiatan pada Kelompok

Substansi Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

£



. menjabarkan perintah pimpinan melalu pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien:

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baile vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, seérta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan
sesual lingkup tugasnya sebagei bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup  tugasnya  guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyusun rencana monitoring dan pelaporan program
pembangunan daerah;

. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan
program pembangunan daerah;

. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan
daerah;

melaksanakan koordinasi  dan fasilitazi  dalam rangka
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan
daerah;

mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil
temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan dacrah;

. mengelah  dan menyajikan data  hasil  evaluasi pelaksanaan
program pembangunan daerah;

menyusun  hasil evaluasi dan  pelaporan  sebagai bahan
perumusan kebijakan program pembangunan daerah;

. menghimpun dan menyusun konsep Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD}, dan Laporan Akhir
Masa Jabatan (AMJ) Kepala Dacrah tingkat Sekretariat Daerah
scbelum diproses Bagian Pemerintahan;

. menghimpun dan menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja [PK] tingkal Sekretariat
Daecrah sebelum diproses Bagian Organisasi;

. menghimpun dan menyusun konsep Laporan Pengendalian
Operasional Kegiatan (POK) tingkat Sekretariat Daerah sebelum
diproses Bagian Administrasi Pembangunan,

. menylapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Evaluasi
Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP| dan jenis pelaporan lainnya tingkat Sekretariat

Ean
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Daerah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;

menylapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (S0P) kegiatan Kelompok Substansi Evaluasi dan
Pelaporan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Kelompok
Substansi Ewaluasi dan Pelaporan dengan cara mengukur
pencapalan program kerja yvang telah disusun untuk bahan
iaporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan Lkegiatan kepada pimpinan
sebagal wujud askuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan, dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. Bagian Umum

3.1L. Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawalan
mempunyal tugas ;

(418

menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Tata Usaha
Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melakui pengkajtan
permasalahan  dan peraturan perundang-undangan  agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instans:
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk  mendapatkan
miormasl, masukan, serta dalam rangka sinkromsas: dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan pengelolaan surat menyurat Sekretariat
Dacrah serta mendistribusikan surat masuk ke bagian-bagian
scaual disposisi pimpinan;

menyiapkan administrasi persuratan perjalanan dinas,

g
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kunjungan kerja Pimpinan Daerah, Staf Ahli Bupati, dan
pegawai  di  lingkungan Seloetariat Daerah sesual ketentuan
dan disposisi pimpinan;

mengoordinasikan dan memberikan  bimbingan kepada stal
administrasi/ketatausahaan Sekretaris Daerah, Asisten

Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Bupati agar pelaksanaan tugas
dapat optimal dan berjalan lancar;

melaksanakan  pengelolaan  kearsipan  dan perpustakaon
Sekretariat  Daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-
undangan;

menyiapkan dan menyediakan konsumsi/akomodasi untuk
keglatan Pemerintah Daerah, tamu Pemerintah Daerah
dan rapat-rapat;

memfiasilitasi dan mengelola ketatausahaan Pimpinan
Daerah dan Stafl Ahli Bupati sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang
meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan,
kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daecrabh dan rapat-rapal
dinas,

melaksanakan pemantauan dan cvaluasi di bidang pengelolaan
administrasi perkantoran yvang meliputi kegiatan tats usaha
Lmum, persuratan, kepegawaian Sekretariat Daerah dan
rapat-rapat dinas;

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional

Prosedur (S0OP) kegiatan pada Kelompok Substansi Tata Usaha
Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keglatan
Kelompok Substansi Tata Usaha Pimpinan, Staf Abli dan
Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja
yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

menyvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
haik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan
berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinansesuai dengan
tugas dan fungsl unit kerjanya
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Sub Koordinator Keuangan mempunyai tugas :

&,

menyusun rencana dan program kegiatan Kelompok Substans:
Keuangan berdasarkan peraturan perundang- undangan dan

hagil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan fugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik wvertikal maupun horizontal untuk mendapatkan
informasi, masukan, scrta delam rangka sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan
sesual Hngkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,

merencanakan  kepgiatan  pengelolaan  anggaran, keuangan,
dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Sekretariat
daerah;

menyusun dan melaksanakan kebijalian angEaran,
perbendaharaan dan pertanggungjawaban di lingkungan
Sekretariat daerah;

melaksanakan  teknis  pengelolaan  administras: keuangan,
perbendaharaan, Anggaran dan pertanggungjawaban
dilingkungan  Sekretariat dacrah;

melaksanaksn tugas penatausahaan kcuangan di lingkungan
Sekretariat dasrah;

melaksanakan pengelolaan perberidaharaan, anggaran dan
pertanggungiawaban;

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi

perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di linglkungan
Sekretariat daerah;

melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi
perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan
Sekretariat daerah

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOPF kegiatan pada Kelompok Substans:
Keuangan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Kelompok Substansi Keuangan dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan
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laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

menyampaiksn saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarken kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

3.2, Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas:

.

menyusun rencana dan program kegiatan Kelompok Substansi
Rumah Tangga dan  Perlengkapan  berdasarkan peraturan
nerundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahumn
gsebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. menjabarkan perintah pimpinan mclalui pengkajian permasalahan

dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efelctif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal meupun horizontal untuk mendapatkan
informasi, masukan, serta dalamrangka sinkronisasi dan
harmonizasi pelaksanaan tugas;

menclaalh dan mengkaji  peraturan  perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai linglkup tugasnys guna
mendukung kelancaran pelakesanaan kegiatan;

melaksanakan urusan rumah tangga Bupati danWakil Bupati
serta Sekretariat daerah;

melaksanakan kebijakan penpgamanan, pemeliharaan
sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup
Sekretariat daerah;

melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati dan
Wakil Bupati serta Sekretariat daerah;

melaksanakan kebijakan penpgelolasn, penggunaan, pengendalian
dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati serta
Sekretariat daerah serta kendaraan  dinas  operasional  dan
sewa Kendaraan;

melaksanakan pemeliharaan sarans dan prasarana, menjaga
kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Bupat dan Wakil
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Bupati serta Rumah Dinas Sekretariat daerah; dan

melaksanakan penyigpan sarana dan  prasarana untuk

mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati scrta
Sekretariat dasrah

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prozedur (SOF) kegiatan pada Kelompok Substansi
Rumah Tangga dan Perlengkapanuntuk peningkatan kualitas
pelayanan publik;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan Kelompok Substansi Rumah Tangga dan Perlengkapan
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud  akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
kegiatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesua dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

4. Bagian Organisasi

4,1. Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyal tugas:

£,

menyusun rencana dan program kegiatan pada Kelompok
Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya secbagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan (ugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik wvertikal maupun horizontal untuk mendapatkan
informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi
dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan  perundang- undangan
sesbai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup  tugasnya  guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Te
Kerja (SOTK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan d-
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rangka penataan kelembagaan perangkat Daerah;

menvusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan
organisasi Perangkat Dacrah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan
UUnit Pelaksana Teknis Daerah;

menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) ASN scsuai dengan
peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan
analisis jabatan, analisis beban kerja dan  evaluasi jabatan
berdasarkan  peraturan perundang-undangan sebagai pedoman
perumusan kebijakan penataan  kelembagaan,  kepegawaian,
ketatalaksanaan, serta data dukung perencanaan pendidikan dan
pelatihan aparatur sipil Negara;

menyusun kajian terhadap usulan pembentukan, pemekaran,
pengegabungan, penghapusan, serta perubahantugas dan
fungsi unit kerja yang diusulkan oleh perangkat daerah schagai
bahan rekomendasi bagi pimpinan dalam mengambil
kebijakan;

mengelola dan mengembangkan aplikasi  sistem informasi

di bidang kelembagaan dan analisis jabatan sesuai
ketentuan dan perkembangan terkin;

. menylapkan bahan dan menyusun profil kelembagaan peranghat
daerah sebagai bahan informasi yang bermanfaat untuk pengguna
di lingkungan instansi pemerintah maupun masyarakat;

. Mmenyusun lkonzep pembentukan Tim Analisis
JabatanPemerintah Daerah gesual dengan
peraturanperundangundangen guna mendukung pelaksanaan
tugas teknis di bidang kelembagaan dan analisis jabatan;

melaksanakan fasilitasi dan  koordinasi  kegiatan  dan
kesekretariatan Tim Analisis Jabatan Pemerintah Daerah melaln
kegiatan rapat-rapat, pendampingan, bimbingan, sosialisasi,
paparan, survey, wawancara, observasi dan sebagainya guna
kelancaran pelaksanaan tugas analis jabatan;

menyiapkan bahan penyelengearaan bimbingan teknis (Bintek)
bagi Tim Analisis Jabatan dan pejabat pengelola kepegawaian
Perangkat Daerah guna meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan;

menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan
pada Kelompok Substansi Kelembagaan dan Analisis  Jabatan
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Kelompok
Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan cara

mengukur pencapaian program kerja yang telah  disusun untuk
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bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanasan kKegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsi unit kerjanya.

4.2. Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunyai tugas:

5

menyusun rencana dan program kegiatan Kelompok Substansi
Pelayanan Publik dan Tata Laksana berdasarkan peraturan
perundangundangan dan  hasil evaluasi kegiatan  tahun
sebelumnya sebagai  pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalu pengkajian
permasalahan dan  peraturan  perundang-undangan  agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk — mendapatkan
informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisss: dan
harmonisasi pelaksanaan tugas,;

meneclaah  dan  mengkaji  peraturan perundang- undangan
sesuai lingkup tugasnya scbagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tekms, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya  guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam
kerja, metode kerja, prosedur kerja dan pola hubungan kerja
sesual peraturan perundang- undangan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta
bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan

publik bagl unit kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah;

melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar
Pelayanan Publik;

melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) serta instrumen pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh masing- masing Perangkat Daerah;

menghimpun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun
oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai bahan pengendalian
dan evaluasi

G
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menyusun Peta Proses Bisnis Pemernntah Daerah sesuat
peraruran perundang-undangan;

menyiapkan  bahan  monitoring dan  evaluasi pelayanan
publikberdasarkan peraturan perundang- undangan dalam rangka
penilaian kinerja instansi penyelenggara pelayanan publik di
Daerah;

menyviapkan bahan dan melaksanakan survey dalam rangka
penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat {(IKM) untuk mengetahui
tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
vang diselenggarakan unit kerja atau Perangkat Dacrah

melaksanakan lkoordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan
publile;
mendorong Perengkat Daerah wuntuk ikut serta dalam lomba

atau kompetisi inovasi pelayanan publik yang disclenggarakan
oleh kementerian dan pemerintah provinsi,

menyilapkan bahan serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
dalam rangka pcmbahasan bersama dengan unit kerja/ Peranghkat
Daerah terkait guna sinkronisasi dan harmonisasi rumusan
kebijakan wurusan pemerintahan bidang ketatalaksanaan cdan
pelayanan publik;

melaksanakan inventarisasi, telagh, dan analisis data dan
bahan wyang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang
ketatalaksanaan  dan pelayanan publik;

menviapkan bahan fasilitasi pembahasan rancangan peraturan
daerah dan peraturan bupati di bidang ketatalaksanaan dan
pelayanan publik yang disusun oleh Perangkat Daerah
pemrakarsa  sebelum diajukan ke Bagian Hukum Seckretariat
Daerah;

melaksanakan pemantauan pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang ketatalaksansaan dan pelayanan publik
vang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah scbagai bahan

evaluasi dan bahan pertimbangan kebijakan selanjutnya;

mengelola dan  mengembangkan aplikasi sistemn informasi di
bidang pelayanan publik dan tata laksana  sesuai  ketentuan
dan perkembangan terkini;

menyusun  konsep  Standar  Operasional  Prosedur (SUP)
kegiatan pada Kelompok Substansi Pelayanan Publik dan Tata
Laksana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan cvaluasi kegiatan Kelompok
Substansi Pelayanen Publik dan Tata Laksana dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanasn  kegiatan kepada pimpinan

J



sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan
berjalan lancar serta untuk menghindan penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari  pimpinan scsuai
dengan tugas dan fungsi unit kerjanvya.

4.3, Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas

=

e

menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Kinerja dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui penghkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasl dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, sertadalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas; menelaah dan mengkaji peraturan
perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi;

menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LEjIF)
Kabupatenberdasarkan bahan dari masing-masing Perangkat
Daerah sebagai wujud akuntebilitas penyelenggaraan
pemerintahan Daerah;

menyiapkan bahan serta melaksanakan koordinasi dalam rangka
pembahasan bersama dengan unit kerja/Perangkat Daerah
terkait puria sinkronisasi dan harmonisasi UM SET
kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;

. melaksanaken inventarisasi, telaah, dan analisiz data dan

bahan wyang  berkaitan dengan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;

menviapkan bahan ksajian dan cvaluasi rancangan perataran
daerah dan peraturan bupati di bidang kepegawaian, pendidikan,
dan pelatihan yang disusun oleh Perangkat Daecrah pemrakarsa;
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melaksanakan pemantauan  pelaksanaan fungsi penunjang
LUrLsan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan,
dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Dacrah schagai
bahan evaluasi dan bahan pertimbangan kebijakan
selanjutnya;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Grand Design
Reformasi Birokrasi, Road Map Reformasi Birokrasi, dan dokumen
reformasi birokrasi lainnya sesuai denganperaturarn perundang-
undangan sebagai pedoman

perencanaan, penerapan dan pengendalian reformasi birokrasi di
lingkungan Pemerintah Daerah;

melaksanakan kajian pendayagunaan, kedisiplinan, peningkatan
dan penilaian kinerjs aparatur serta menyelenggarakan kegiatan
budaya kerja dan penilaian kinerja dalam rangka
meningkatkan motivasi dan etos kerja aparatur di lingkungan
pemerintah Daerah,

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan  kegiatan Forum
Kamunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah dalam ranglka
harmonisasi perencanaan, peEnerapan, inventarisasi
permasalahan, serta pemberian solusi atau rekomendasi
penguatan program pendayvagunaan aparatur daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kineria
Tahunan Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Kabupaten
berdasarkan bahan dari masing-masing organisasi perangkal
daerah sebagai salah satu acuan dalam mengukur pEncapaian
target kinerja;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama  {TKU),
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LEP.J),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Evaluasi Kinera
Pembangunan Daecrah (EKFD), Sistern Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dan jenis pelaporan lainnya tingkat Bagian
Organisasi sesuai dengan peraturan perundangundangan;

melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIF);

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

mengelola dan  mengembangkan aplikasi sistemn informasi di
bidang pendayagunaan dan akuntabilitas kinerja aparatur sesuai
ketentuan dan perkembangan terkini;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur  (SOP)  kegiatan  pada Kelompok Substansi Kineria
dan Peformasi Birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan
publik;

8
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melaksanakan pemantauan dan evaluasi  kegiatan Kelompok
Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan cara mengukur
pencapaian program kerja vang telah disusun untuk hahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai  wujud  akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
kepiatan;

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain damn pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kecjanya.

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
DICO M GANINDUTO
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